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Kata Pengantar

hukum yang masih muda, yang lahir karena ke-

butuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi
dalam studi hukum, terutama kebutuhan bagi praktik
penegakkan hukum, termasuk juga kepentingan dalam
korban. Psikologi hukum di Indonesia dewasa ini, masih
dalam taraf mencari batasan ruang lingkup untuk pem-
bahasan materi yang diharapkan dapat menjelaskan
hubungan hukum dengan faktor perilaku dan kejiwaan.

Psikologi hukum merupakan cabang metode studi

Buku ini merupakan penelitian yang bertujuan
untuk menganalisa secara komprehensif keberadaan
peraturan perundang-undangan dalam mengakomo-
dasi arti penting penerapan psikologi hukum terhadap
perlindungan korban pemerkosaan yang berhadapan
dengan hukum. Melalui pendekatan Socio-Legal Research,
yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi
doktrinal terhadap hukum, mencerminkan keterkaitan
antar konteks dimana hukum dan UU berada (an inter-
face with a context within which law exists).Itulah sebabnya
penulis menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis
dari setiap permasalahan pada penulisan ini.

Pembahasan yang diajukan dalam buku ini
dipecahkan melalui suatu penelitian dengan meng-
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Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan

gunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis so-
siologis secara iduktif dengan spesifikasi penelitian
secara deskriptif analitis. Pembahasan menggunakan
Teori Integrasi, Utilitas, Berkerjanya Hukum, dan Un-
related Victim. Penelitian di lapangan dilakukan di be-
berapa instansi Pemerintah yaitu PPT Kab. Tegal dan
Polres Tegal. Hasil penelitian menunjukan bahwa ter-
dapat peran PPT yang lebih menunjukan kepedulian
terhadap psikologi korban daripada aparat hukum,
adanya peraturan perundang-undangan yang telah
mengakomodasi arti pentingnya penerapan psikologi
hukum dalam proses penanganan korban yang berha-
dapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan
serta terlaksananya penerapan psikologi hukum dalam
proses perlindungan korban yang berhadapan dengan
hukum dalam tindak pidana perkosaan. Permasalahan
tersebutlah yang kemudian dijadikan sebagai objek pe-
nelitian oleh penulis dalam penulisan buku ini.

Terakhir, penulis berharap buku ini dapat menjadi
acuan bagi masyarakat dalam memahami dan mengeta-
hui pentingnya perlindungan bagi korban tindak pi-
dana perkosaan dalam prespektif psikologi hukum.

Bandar Lampung, November 2019

Penulis
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Pendahuluan

penulis ungkapkan dalam mengawali penulisan

buku pembaruan hukum pidana mengenai
perlindungan korban tindak pidana kejahatan perkosaan
dalam proses penegakan hukum dalam perspektif
psikologi hukum. Tindak pidana perkosaan merupakan
suatu persoalan yang sangat serius dalam kehidupan
bermasyarakrat, karena selain menjadi beban berat
baik fisik maupun psikis oleh korban, tindak pidana
perkosaan ini merupakan persoalan yang membebani
negara. Sering kali kita membaca dan mendengar
baik dari media cetak maupun dari media elektronik
mengenai terjadinya tindak pidana perkosaan. Bahkan
terjadinya tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya di
kota-kota besar saja, yang relatif lebih maju kebudayaan
dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, melainkan
juga terjadi di pelosok-pelosok atau pedesaan yang relatif
masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat setempat,
terutama pada kalangan masyarakat yang ekonominya
lemah.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Sebait pepatah sengaja

Perasaan malu, dianggap sebagai aib dan
rendahnya keberpihakan masyarakat, pemerintah dan
penegak hukum terhadap korban menjadi hambatan
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perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasus
yang dialaminya.! Banyak korban juga tidak berusaha
mengadukan kasus yang menimpanya kepada pihak
yang berwajib, karena dalam dirinya sudah tertanam
sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang
dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan
masalah dan meringankan beban yang dihadapinya,
melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat.
Disamping takut disuruh mengungkap ulang atau
mendeskripsikan kasus yang menimpanya, korban juga
khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh
dalam menangani penderitaannya. Hal ini kiranya
menunjukkan pada kita bahwa korban perkosaan belum
menganggap bahwa hukum yang mengatur tentang
tindak pidana perkosaan ini belum dapat memberikan
perlindungan padanya.

Perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang
sangat tercela dan merugikan pihak korban. Korban
perkosaan menderita kerugian akumulatif, yang tidak
semata secara fisik, namun juga psikis. Perempuan
yang menjadi korban ini bukan hanya mengalami
penderitaan akibat luka yang dideritanya,tetapi juga
penderitaan kejiwaan karena harus menanggung aib
yang sulit dihapuskan dari kehidupannya. Perkosaan
merupakan kejahatan yang lebih kejam dari pembunuhan,
karena dia yang menjadi korban masih hidup, namun
secara psikologi ia menderita dan tertekan. Kasus
perkosaan yang akhir-akhir ini terjadi, dimana pelaku
memperkosa korbannya beberapa kali dan akhirnya
menimbulkan kematian bagi anak tersebut juga
membuktikan bahwa begitu banyaknya penderitaan
yang dialami korban perkosaan, korban tidak saja

1 Pemerkosaan di Angkot: Korban Masih Biayai Pengobatan
Sendiri. Harian Kompas, Sabtu, 17 Desember 2014.
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Pendahuluan

menderita sakit dan penyakit, bahkan ada korban yang
sampi kehilangan nyawanya.

Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban
perkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya
oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami
menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan
tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita
korban.? Bahkan, seringkali ungkapan-ungkapan
yang menyudutkan korban sering sekali terdengar
disampaikan oleh berbagai pihak yang membuat
semakin melemahkan posisi korban. Hukum seharusnya
mampu memberi keadilan bagi mereka yang telah
menjadi korban. Keadilan bagi korban paling tidak akan
berbentuk hukuman yang setimpal bagi para pelaku,
dan perlindungan yang efektif bagi korban. Perlunya
diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan
secara memadai tidak saja isu nasional, tetapi juga
internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu
memperoleh perhatian yang serius.’

Dalam proses peradilan pidana baik tersangka
(offender) maupun korban kejahatan (victim of crime)
menghendaki keadilan. Bagi offender, menghendaki
perkaranya diperiksa secara adil dengan mengindahkan
hak-haknya serta aturan main yang telah ditentukan,
namun bagi victim of crime juga menghendaki agar
offender diadili dan kalau perlu dihukum seberat-
beratnya, bahkan berharap adanya ganti rugi untuk
memulihkan keadaan.

2 Manshur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi
Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta:
Penerbit PT Rajagrafindo Persada. Hlm. 23.

3 Van Boven, Theo. 2002. Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban
atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi. Jakarta: Penerbit Lem-
baga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm. ix.
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Sebuah realitas yang tidak terbantahkan bahwa,
kepentingan dan hak-hak offender lebih diperhatikan
dan diutamakan dari pada kepentingan dan hak-
hak victim of crime itu sendiri. Bagaimana tidak, sejak
awal proses pemerikasaan hak-hak offender dilindungi,
pelaku kejahatan berhak memperoleh bantuan
hukum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan
dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang
disangkakan kepadanya, hak memperoleh pemidaan
secara manusiawi, bahkan hak untuk meminta ganti
rugi manakala terjadi kekeliruan dalam proses perkara
pidana, singkatnya, segala hak dan atribut yang melekat
pada offender sebagai manusia dikemas dalam KUHAP.
Adapun hak wvictim of crime dikemas sangat minim,
bahkan tidak diakomodir oleh KUHAP, walaupun kita
mengetahui bahwa, derita yang dialaminya sudah
dirasakan ketika terjadinya kejahatan, saat melapor
hingga mengikuti proses persidangan. Trauma akibat
akan menerima perlakuan tidak menyenangkan dari
lingkungannya. Hal ini berimplikasi pada enggannya
victim of crime untuk melapor kejadian yang dideritanya,
karena semula laporan itu bertujuan untuk mengurangi
beban masalah yang dideritanya, menjadi permasalahan
baru baik berupa cemooh dari masyarakat maupun
dari aparatur penegak hukum yang terkadang kurang
responsif dan tidak bersahabat, belum lagi karena
adanya intimidasi dari offender terhadap victim of crime.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga sangat
menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi
perlindungan korban tindak pidana perkosaan yang
terhadap perempuan aspek psikologi hukum, serta
bagaimana penanganan oleh para penegak hukum.



Bab I

Tinjauan Tentang Perlindungan
Korban Tindak Pidana Perkosaan di
Indonesia

dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, ka-

rena biasanya tindak pidana ini disertai dengan
kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soe-
kanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab
terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah adanya
orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan
untuk mendapat materi dengan jalan mudah. Tak ada
penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan
mental pada seseorang. Keberanian mengambil resiko.
Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan
yang kurang baik. Kekerasan terhadap perempuan menu-
rut kesepakatan Internasional adalah' “Setiap tindakan
berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat
kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik,

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke

1  Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi
Korban Perkosaan, (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan),
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991).
Hlm.10-14.
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seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan ter-
tentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara se-
wenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau
dalam kehidupan pribadi”.?

Kekerasan terhadap perempuan menghalangi
atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk
menikmati hak-hak asasidan kebebasannya. Dalam tin-
dak pidana perkosaan, yang paling menderita adalah
korban.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of
Crimeand Abuses of Power mendefinisikan korban seba-
gai berikut: “Victims” means persons who, individually, or
collectively, have sufferedharm, including physical or mental
injury, emotional suffering, economic loss or substantial im-
pairment of their fundamental rights, through acts or ommi-
sions that are in violation of criminal laws operative within
Member States, including those laws proscribing criminal
abuse of power.

Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang
secara perseorangan atau bersama-sama, menderita keru-
gian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan
emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substan-
sial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau
kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hu-
kum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk
hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekua-
saan yang bersifat pidana. Dalam kasus tindak pidana
perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-
anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan
lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap ber-

2 Saparinah Sadli. Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terha-
dap Perempuan dilndonesia. (Makalah Program Studi Kajian
Wanita PPS-UI, 2001). HIm. 23.
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bagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya.
Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya
seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh seke-
lilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah
yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering
susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya
yang mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak per-
empuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mere-
ka seringkali tidak berani melapor antara lain karena
ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama
baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan
akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.’

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi
dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan
dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan
tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban
yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan
pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh
penegak hukum.Tindak pidana perkosaan merupakan
pengalaman traumatis yang mungkin lama sekali mem-
bekas.

Burgess/Holmstrom membagi sindrom pasca
perkosaan dalam 2 (dua) tahap: fase akut, dimana kor-
ban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang ter-
ganggu atau menyembunyikan penderitaannya dengan
tabah dan tenang. Gejala-gejala dalam periode awal
adalah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gang-
guan tidur.Jika untuk mencegah kehamilan dia harus
menelan “morning-after pill”, dia juga harus menang-
gung sakit karena akibat itu. Kalau ternyata dia tertu-

3 Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum bagi
Korban Perkosaan, (Perkosaan, Berbagai Penafsirannya dan
Penanganan Korbannya), Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret, Surakarta, 1991. HIm. 9.
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lar penyakit kelamin, maka perawatannya akan selalu
mengingatkan dia akan musibah yang telah dialami.
Dalam fase selanjutnya, si korban sering mimpi buruk
dan menderita depresi yang dalam.*

Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas
sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa.
Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa
semua kejahatan mempunyai korban.Adanya korban
adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada ter-
ganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas,
korban seringkali secara jelas diperinci. Pertimbangan
sebab-sebab sosial dan psikologis bahkan medis, dari
terjadinya perkosaan itu, tidak terlepas dari kewajiban
memberikan perlindungan kepada para korban perko-
saan dari masyarakat, karena bagaimanapun juga, aki-
bat medis-sosial psikologis perbuatan yang keji itu akan
harus ditanggung oleh korban perkosaan itu (bahkan
juga oleh keluarganya) kadang-kadang sampai akhir
hayatnya.

Pertama-tama, akibat perkosaan itu wanita yang
bersangkutan dapat menjadi hamil. Akibatnya, ia akan
melahirkan seorang anak yang mungkin sekali sangat
dibencinya bukan karena anak itu melakukan sesuatu
terhadapnya, tetapi karena ayahnya selain merusak
tubuhnya juga merusak masa depannya. Dengan de-
mikian perkosaan itu bahkan dapat merusak dua gen-
erasi, yaitu korban perkosaan dan anaknya yang tidak
berdosa, karena status hukumnya ialah anak yang tidak
sah dan ibu yang tidak sah.

Kalau korban tidak sampai hamil, ia pasti ke-
hilangan keperawanannya. Bagaimanapun juga korban

4  Kusuma, Mulyana W. 1981. Aneka Permasalahan dalam Ruang
Lingkup Kriminologi. Bandung: Alumni. Hlm. 109
4
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tindak pidana perkosaan selalu akan mengalami gang-
guan traumatis dan psikologis, yang kalau tidak dira-
wat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan men-
jadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak
seluruh hidupnya. Ia merasa rendah diri dan ternoda,
benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang
perkawinan yang sangat mempengaruhijalan hidupnya
sehingga ia jauh dari kebahagiaan.

Jangan dilupakan pula bahwa korban tindak pidana
perkosaan mungkin pula menjadi penderita penyakit
kelamin dan bahkan terjangkit penyakit AIDS yang tentu
saja sangat membahayakan kelangsungan hidupnya.’
Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya
dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum me-
nampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi
Arief, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada
saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan
“perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak lang-
sung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam
peraturan perundang-undangan selama ini pada haki-
katnya telah ada perlindungan in abstracto secara lang-
sung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi kor-
ban.®

Dikatakan demikian, karena tindak pidana menu-
rut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan me-
nyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang
(korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dili-

5 Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi
Korban Perkosaan, (AspekPolitik Perundang-undangan Per-
lindungan Korban Perkosaan), Fakultas HukumUniversitas
Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm.4-5

6 Arief, Barda Nawawi. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam
Proses Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi,
Vol. I/No.I/1998. Him.16-17.

5



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

hat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum in
abstracto”. Akibatnya perlindungan korban tidak secara
langsung dengan in concreto, tetapi hanya in abstracto.
Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban
pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban se-
cara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan
korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertang-
gungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban
terhadap kerugian atau penderitaan korban secara
langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertang-
gungjawaban pribadi atau individual.

Perlindungan secara tidak langsung di dalam
peraturan hukum positif tersebut belum mampu mem-
berikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas
di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang ber-
laku secara pasti pun belum mampu menjamin kepas-
tian dan rasa keadilan. Kebanyakan orang melihat ke-
beradaan sistem peradilan pidana formal sebagaimana
adanya. Mereka tidak menyadari jika metode penanganan
pelaku kejahatan bukanlah merupakan norma yang ter-
jadi dalam perkembangan sejarah. Sesungguhnya, versi
peradilan pidana modern secara relatif terjadi fenome-
na baru. Hari-hari berlalu, pertanggungjawaban pidana
pelaku kejahatan terarah pada korban dan keluarga
korban. Di sana tak ada “otoritas” untuk mengubah
bagaimana menolong korban dalam penerapan hukum
pidana.

Korban diharapkan membentengi dirinya sendiri
dan masyarakat ikut serta dalam kesepakatan itu men-
jamin hubungan antara pelanggar hukum dengan kor-
ban.Mungkin terdapat kekeliruan-kekeliruan yuridis
dan mungkin terdapat kasus-kasus dimana korban
tetap ‘presumptive’ walaupun pelanggarnya telah dipi-
dana. Dalam keadaan dimana korban menjadi saksi,

6
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maka bagi tersangka, ia mungkin merupakan “bukti”
yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi
pengadilan, kesaksian korban dipandang oleh karena
saksi ini dalam persidangan akan dianggap mengeta-
hui lebih banyak mengenai pelanggaran hukuman dari-
pada siapapun, kecuali tersangka sendiri.

Hal lain yang penting mengenai korban sebagai
saksi ini adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian.
Pembenarannya adalah, dengan memberikan kesaksian
ia mengambil resiko penderitaan fisik atau psikis, yang
mungkin dialaminya karena tindakan-tindakan pem-
balasan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung
sub kebudayaan tertentu (misalnya: gang-gang); resiko
korban bahwa pengungkapan di muka umum menge-
nai hal-hal yang berhubungan dengan tersangka, ba-
rangkali membawa akibat-akibat emosional dan oleh
karenanya akan mengakibatkan lebih jauh hambatan-
hambatan massif bagi perkembangan psikologisnya.”

Dalam acara pidana kepentingan-kepentingan
pribadi korban harus diperhatikan dengan melihat
kenyataan bahwa banyak aspek-aspek dalam hubun-
gan pelanggar hukum dengan korbannya harus di un-
gkapkan dalam kondisi-kondisi, kedudukan, peranan
dan fungsi “the presumptive victim” berhadapan dengan
“the presumptive offender”. Perhatian dan perlindungan
terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebu-
tuhan yang semakin mendesak berbagai negara untuk
menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi
korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk
memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan
dalam sistem peradilan pidana.

Korban, di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor

7 Ibid. Hlm. 112
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13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan
oleh suatu tindak pidana. Pengertian Korban dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah korban
secara individual yang diakibatkan oleh suatu tindak
pidana yang menderita fisik, mental,dan/atau kerugian
ekonomi. Menurut Arif Gosita korban adalah:

“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah
sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari
pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang
lain yang bertentangan dengan kepentingan dan
hak asasi yang menderita.”®

Para ahli viktimologi sejak lama telah meng-
golongkan tipe korban berdasarkan penderitaan dan
kerugian yang diderita oleh korban. Ada beberapa jenis
korban, yang masing-masing tergantung dari segi mana
penggolongan tersebut dilakukan.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat ke-
salahannya korban dibedakan menjadi lima macam,
yaitu:’

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
Yang jadi korban karena kelalaiannya;
Yang sama salahnya dengan pelaku;
Yang lebih bersalah daripada pelaku;
Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah
(dalam hal ini pelaku dibebaskan).

G LN

8  Yulia. Op. Cit. HIm. 49.

9  Ibid. Hlm. 52.
8
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Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab

korban itu sendiri maka sebagaimana dikutip oleh Ste-
phen Schafer mengemukakan tipologi korban itu men-
jadi tujuh bentuk, yaitu:"

1.

Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada
hubungan dengan sipelaku dan menjadi korban
karena memang potensial. Untuk itu aspek tang-
gung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
Provocative victims merupakan korban yang disebab-
kan peranankorban untuk memicu terjadinya ke-
jahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab
terletak pada diri korban dan pelaku secara bersa-
ma-sama.

Participating victims hakikatnya perbuatan korban
tidak disadari dapat mendorong pelaku melaku-
kan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank
dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, ke-
mudian dibungkus dengan tas plastik sehingga
mendorong orang untuk merampasnya. Aspek
ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada
pelaku.

Biologically weak victims adalah kejahatan disebab-
kan adanya keadaan fisik korban seperti wanita,
anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula)
merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau
dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada
masyarakat atau pemerintah setempat karena
tidak dapat memberi perlindungan kepada korban
yang tidak berdaya.

Socially weak victims adalah korban yang tidak diper-
hatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti ge-
landangan dengan kedudukan sosial yang lemah.

10 Ibid. Hlm. 25.
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Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh
terletak pada penjahat atau masyarakat.

Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang
dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan
tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya
sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus
sebagai pelaku kejahatan.

Political victims adalah korban karena lawan poli-
tiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat
dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan
konstelasi politik.

Hak-hak korban yang terdapat di dalam Pasal 5

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Per-
lindungan Saksi dan Korban adalah hak legal korban
yang diberikan oleh undang-undang, yang menyebut-
kan bahwa korban berhak untuk selain memiliki hak-
hak, korban tentunya memiliki kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh korban agar terwujudnya perlindun-
gan yang menyeluruh bagi korban. Kewajiban korban
menurut Arif Gosita antara lain:"

a.

b.

Tidak sendiri membuat korban dengan mengada-
kan pembalasan (main hakim sendiri);
Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pem-
buatan korban lebih banyak lagi;

Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik
oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;

Ikut serta membina pembuat korban;

Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk
tidak menjadi korban lagi;

Memberi kesempatan pembuat korban untuk
memberi kompensasi pada pihak korban sesuai

11 Widiartana. Op. Cit. Hlm. 61.
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dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imba-
lan jasa);

g. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri
dan ada jaminan.

Secara terperinci seperti yang dikutip oleh Dio-
nysios D. Spinellis menyebutkan beberapa akibat yang
dialami oleh seseorang yang menjadi korban tindak pi-
dana, yaitu:"

a) Cedera tubuh atau kerusakan kesehatan,
b) Kehilangan properti atau kerusakan itu,
¢) Kehilangan pendapatan,

d) Merusak reputasi.

Gangguan perkawinan dan keluarga, konsekuen-
si psikis dan emosional. Memperoleh perlindungan atas
keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta
bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian
yang akan, sedang, atau telah diberikannya ikut serta
dalam proses memilih dan menentukan perlindungan
dan dukungan keamanan, memberi keterangan tanpa
tekanan, mendapat penerjemah,bebas dari pertanyaan
yang menjerat.

Tindak pidana perkosaan adalah perbuatan yang
melanggar hak-hak asasi kaum perempuan. Korban
perkosaan sangat membutuhkan perlindungan karena
kedudukannya sebagai korban sekaligus saksi menem-
patkan korban perkosaan kepada situasi yang sangat
sulit. Mengingat penderitaan yang dialami oleh korban
perkosan, perlu dikaji mengenai bentuk-bentuk per-
lindungan apa saja yang dapat diberikankepada korban
perkosaan. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat
diberikan bagi korban perkosaan tersebut diantaranya:

12 Ibid. Hlm. 40.
11
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a.

Restitusi

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada
korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak
ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik,
pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau
penderitaan, atau penggantian biaya untuk tinda-
kan tertentu. Korban perkosaan berhak memper-
oleh restitusi karena perkosaan merupakan tindak
pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh
korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kua-
sa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di
atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan
kepada pengadilan melalui LPSK. Korban perko-
saan dalam mengajukan permohonan restitusi harus
memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompen-
sasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Kor-
ban.Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab
pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh keja-
hatan sehingga sasaran utamanya adalah menang-
gulangi semua kerugian yang dideritakorban.

Tolok ukur yang digunakan dalam menentu-
kan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah
dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada
status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban
dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan
mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk ma-
teri, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih
tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta
nama baik akan lebih diutamakan."

13
12

Yulia. Op. Cit. Hlm. 180.
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Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-so-
sial

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kor-
ban perkosaan juga berhak mendapatkan bantuan
medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Ban-
tuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepa-
da korban dan/atau saksi oleh LPSK. Permohonan
bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial
dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan
kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan
di atas kertas bermaterai kepada LPSK.

Psikologi hukum mengkaji dampak yang ditim-
bulkan oleh polisi, korban, hakim, pengacara, jaksa,
terdakwa, dan sipir lembaga pemasyarakatan ter-
hadap sistem hukum. Psikologi hukum berasumsi
bahwa karakteristik dan partisipan sistem hukum
ini mempengaruhi cara kerjannya sistem hukum.

“Psychology can related to law in three ways psy-
chology and the law and pschology o the law” the psychol-
ogy in the law relationship is the most frequent apllication
of psychology to the legal system. in this situation, jurits
use psychologists and their know ledge for spesific cases,
as by having them testify about a defendant’s mental
condition or consult with attorneys regarding jury selec-
tion. psychology an the law neither psychology nor law
dominates or dictates to the other psychology of the law
concers it self with law as a determinant of behavior.”*

14

Grube, ].W., Greensteins, T.N, Rankin,W.L,Kearney, K.A. 1977.
Behavior Change Following Self-Confrontation : A test of the
Value —-Mediation Hypothesis. Journal Of Personalyty and Social
Psychology.
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Di dalam karakteristik tersebut, tercangkup
kemampuan dari orang-orang tersebut, perspek-
tif mereka, nilai-nilai mereka, pengalaman mereka
serta seluruh faktor yang mempengaruhi perilaku
mereka. Contohnya, apakah seorang polisi akan me-
mutuskan menangkap seorang pelanggar ketentuan
lalu lintas atau membiarkanya pergi setelah diperin-
gati? Apakah seorang terdakwa dan pengacaranya
menerima tawaran untuk mengaku bersalah dari
jaksa penuntut umum untuk meringankan pidan-
anya, atau mereka tetap mengaku tidak bersalah?'
“Psikologi hukum adalah studi hukum yang akan
berusaha menyoroti hukum sebagai salah satu per-
wujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan
juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tin-
dak tersebut.” Oleh karena itu, Soerjono Soekanto
(Achmad Ali, 1990: 188-189) menyimpulkan bahwa
masalah-masalah yang ditujukan akan berkisar
pada soal-soal berikut:

1. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran
terhadap kaidah hukum.

2. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pola-pola pe-
nyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hu-
kum.

3. Akibat-akibat dan pola-pola penyelesaian seng-
keta tertentu.

Menurut Balckburn (Yusti Probowati Rahayu,
2005:4) mengatakan bahwa bidang Psyco-legal issues
meliputi penelitian dalam kesaksian, pengambilan
keputusan juri atau hakim, bidang kriminologi meli-
puti penelitian sebab, langkah preventif dan kuratif

15
14

Ibid. Hlm. 9-10.
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perilaku kriminal dan perdampingan di pengadilan
dilakukan melalui peran sebagai saksi ahli di pen-
gadilan. Sedangkan menurut Bartol dan Bartol (Yus-
ti Probowati Rahayu, 2005:4) menyatakan bahwa
peran psikologi hukum dapat dibedakan sebagai pe-
neliti yang meneliti aspek perilaku manusia dalam
proses hukum (seperti ingatan saksi, pengambilan
keputusan hakim/juri, perilaku kriminal) dan pro-
fesi psikologi hukum yang memberikan konsultasi
psikologi dalam permasalahan hukum.Fokus utama
dalam kajian psikologi hukum lebih terfokus pada
partisipan utama dalam proses penegakan hukum.

Saksi mata;

Tersangka dan atau terdakwa;

Korban kriminal;

Jaksa Penuntut Umum;

Pengacara;

Hakim (dan Juri jika menggunakan sistem Juri);
dan

7. Terpidana

AL N e

Psikologi hukum dapat dikatakan menyoroti
hukum sebagai salah satu perwujudan daripada
perkembangan jiwa manusia.'® Cabang ilmu penge-
tahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindakan
hukum, yang mungkin merupakan perwujudan dari
gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan
kejiwaan dari perilaku atau sikap tindakan tersebut.
Dewasa ini hasil tentang hubungan hukum dengan
faktor kejiwaan, tersebar dalam publikasi hasil-
hasil penelitian berbagai ilmu pengetahuan, seperti
psikologi, sosiologi, antropologi dan ilmu hukum

16

Ali, Achmad, S.H.,M.H. 2009. Buku Bahan Ajar Psikologi Hukum.
Fakultas Hukum Unhas. HIm. 3
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sendiri.Pada umumnya hasil-hasil penelitian terse-
but menyoroti hubungan timbal balik antara faktor-
faktor tertentu dari hukum, dengan berbagai aspek
khusus dari kepribadian manusia. Masalah-masalah
yang ditinjau pada umumnya berkisar pada soal-
soal, sebagai berikut:"

1. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran
terhadap kaidah hukum.

2. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi dari pola-pola
penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hu-
kum.

3. Akibat-akibat dari pola-pola penyelesaian seng-
keta tertentu.

Suatu kamus menggambarkan psikologi seba-
gai suatu disiplin yang secara sistematis mempela-
jari perkembangan dan berfungsinya faktor-faktor
mental dan emosionil dari manusia. Pada dewasa
ini ilmu tersebut menelaah:

1. Studi secara sistematis terhadap berbagai aspek
perilaku dari manusia, terutama pada faktor-
faktor mental seperti persepsi, proses belajar,
inteligensia, emosi dan seterusnya.

2. Penanganan psikologi terhadap individu-in-
dividu yang mengalami kesulitan dalam pe-
nyesuaian dirinya.

Psikologi dan hukum adalah suatu bidang
ilmu yang relatif muda.”® Secara konseptual memi-
liki cakupan luas, bidang ini mencakup pendekatan-
pendekatan yang berbeda-beda terhadap psikologi.

17 Sukanto. Op Cit. HIm. 8.
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Setiap subdevisi dari psikologi umum, telah men-
dukung penelitian tentang berbagai isu hukum,
mencakup masalah-masalah yang bersifat :

1. Kognitif (contohnya kesaksian saksi mata),

2. Pengembangan (contohnya, kesaksian anak-
anak),

3. Sosial (contohnya, perilaku dewan juri),

4. Klinis (contohnya, penilaian tentang kompetensi
seseorang),

5. Biologi (contohnya, polygraph), dan

6. Psikologi pengorganisasian industrial (contohnya,
godaan seksual dalam tempat kerja).

Suatu kekecewaan akan terjadi, apabila ma-
nusia mengalami halangan dalam mencapai tujuan-
tujuan tertentu. Keadaan demikian menimbulkan
rasa tertekan, sehingga tidak jarang menimbulkan
ketegangan dalam diri orang tersebut. Derajat keke-
cewaan tersebut bermacam-macam. Terkadang sese-
orang yang mengalami kekecewaan berubah menjadi
bertambah agresif atau mungkin bahkan menjadi
apatis. Konflik mungkin terjadi apabila seseorang
mengalami tekanan-tekanan, dan dia harus me-
milih diantara kemungkinan-kemungkinan yang
ada. Misalnya seseorang harus memilih antara hal-
hal yang sama-sama menguntungkan, sama-sama
merugikan, atau hal-hal yang harus dipilihnya sa-
ma-sama mempunyai pengaruh positif dan negatif.
Reaksi-reaksi yang timbul tidak jauh berbeda dari
apa yang dialami pada kekecewaan, oleh karena itu
konflik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk
frustasi.

Kekhawatiran merupakan suatu proses dima-
na seseorang mengalami atau menganggap dirinya
17
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18

terancam bahaya. Hal ini belum mencapai taraf rasa
takut, akan tetapi perasaan yang terganggu. Pengeta-
huan tentang kondisi-kondisi emosionil manusia
sangat penting, misalnya bagi penegakan hukum.
Seorang jaksa, misalnya, pada suatu sidang peradilan
marah-marah. Mungkin hal ini dialami karena adanya
tekanan dari atasan atau dia menghadapi perkara
yang rumit atau karena terdakwa mempunyai sifat
aneh, dan seterusnya.

Hukum merupakan perilaku dipandang dari
segi tertentu dan juga merupakan patokan bagi
perilaku, maka psikologi sangat penting. Kegu-
naannya adalah antara lain, untuk mengungkapkan
latar belakang dari perilaku hukum. Pengetahuan
tentang hal itu akan dapat menunjang penbentukan
maupun penerapan hukum sedemikian rupa, sehing-
ga benar-benar berfungsi.

Hal ini disebabkan, oleh karena dengan psikolo-
gi diusahakan untuk memahaminya, mengendalikan
perilakunya dan bahkan membuat prediksi tentang
perilaku tersebut.

Dalam perspektif psikologi hukum, perilaku
para partisipan dalam sistem hukum tidak hanya
merupakan hasil dari kualitas internal mereka, tetapi
juga dari lingkungan di mana mereka bekerja. Kuali-
tas lingkungan eksternal serta tekanan-tekanan
situasi dapat memengaruhi perilaku individu. Jak-
sa penuntut umum dapat merekomendasikan tun-
tutan pidana yang lebih berat bagi seorang penjahat
berat, jika kasusnya telah banyak dipublikasikan,
dimana reaksi marah dari masyarakat sangat besar
terhadap kasus kejahatan itu. Jaksa penuntut umum
juga memiliki kepentingan untuk promosi jabatan-
nya. Demikian juga, di dalam sistem peradilan juri,
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dimana seorang juri yang mengemukakan putusan
bersalah, mungkin sebagai hasil dari pengaruh juri
lain, jika juri lain secara bersemangat menyatakan
ketidaksalahan terdakwa.

Pendekatan psikologi hukum berkonsentrasi
terhadap perilaku para partisipan dalam sistem hu-
kum. Semua anggota masyarakat merupakan par-
tisipan aktif dalam sistem tersebut, meskipun ada
yang tidak langsung memegang posisi yang memi-
liki otoritas penuh dalam pekerjaan-pekerjaan yang
secara langsung terkait dengan pemberian keadilan.
Adapun ruang lingkup dan subjek bahasan dalam
kajian psikologi hukum yang dikemukakan secara
sangat terperinci oleh Brian L. Cultler (Achmad Alj,
2009: 5-6) yaitu sebagai berikut:

1. Criminal Competences (Kompetensi Kriminal)

2. Criminal Responsibility (Petanggungjawaban Pi-

dana)

Death Penalty (Pidana Mati)

4. Divorce dan Child Custody (Perceraian dan Pemeli-
haraan Anak)

5. Education and Professional Development (Pendidikan
danPerkembangan Profersinal)

6. Eyewitness Memory (Ingatan Saksi Mati)

7. Forensic Assessment In Civil And Criminal Case
(Penilaian forensik dalam kasus perdata dan pi-
dana)

8. Juwinile Offenders (Pelanggar Hukum yang Masih
Anak-Anak)

9. Mental Health Law ( Hukum Kesehatan Mental)

10. Psychological and Forensik Assessment Instruments
(InstrumentPenilaian Psikologis dan Forensik);

11. Psychological of Criminal Behavior (Psikologi Ten-
tang Perilaku Kriminal);

®
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12. Psychology of Policing and Investigations (Psikologi
polisi dan dan investigasi);

13. Sentencing and Incarceration (Pemidanaan dan-
Penahanan/pemenjaraan);

14. Symptoms and Disorders Relevant to Forensic
Assessment (Penilaian Forensik Terhadap Gejala
dan Peyakit yang Relevan);

15. Trial Processes (Proses Persidangan Pengadilan);

16. Victim Reactions to Crime (Reaksi Korban terha-
dap Kejahatan)

17. Violence Risk Assessment (Penilaian Resiko
Kekerasan)

Ketujuh belas ruang lingkup dan subjek bala-
san psikologi hukum yang dikemukakan oleh Brian
L. Cutler diatas merupakan materi kajian psikologi
menurut versinya sendiri. Selain ruang lingkup dan
subjek bahasan psikologi hukum yang dikemuka-
kan oleh Brian. L Cutler diatas, adapula jenis-jenis
pendekatan yang dilakukan terhadap psikologi hu-
kum, antara lain ada empat pendekatan yang dike-
mukakan oleh Blackburn yaitu:

1. Psychology in Law

2. Psychology and Law

3. Psychology of Law

4. Psychology in the courts or Forensic Psychology

Menurut Blackburn®, mengacu pada penerapan-
penerapan spesifik psikologi hukum di dalam hu-
kum, seperti persoalan kehandalaan kesaksian
mata,kondisimental. Terdakwa dan orang tua mana

19
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yang cocok, ibu atau ayah untuk ditetapkan sebagai
wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian.

1. Psychology and law (Psikologi dan hukum) men-
cakupi, contohnya riset psikologi tentang para
pelanggar hukum, juga riset-riset psikolegal
terhadap perilaku polisi, advokad, jaksa, dan
hakim.

2. Psychology of law (Psikologi tentang hukum)
digunakan untuk mengacu pada riset psikolo-
gis tentang isu-isu seperti, mengapa orang me-
naati dan tidak mentaati hukum, riset tentang
perkembangan moral dari komunitas tertentu,
riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap
berbagai sanksi pidana, dan contohnya adalah
pro kontra terhadap hukuman mati, sebagai aki-
bat adanya perbedaan persepsi dan moral yang
dianut warga.

Karena sistem peradilan pidana Indonesia
masih berpihak kepada pelaku (offenders oriented)
dan belum memperhatikan hak-hak korban. Selama
ini hukum pidana dalam implementasinya masih
memperhatikan hak-hak tersangka dibandingkan
hak-hak korban. Perbuatan pelaku telah membuat
korban mengalami penderitaan ganda, yaitu pen-
deritaan fisik dan psikis. Adanya perlindungan bagi
korban membantu korban keluar dari permasalahan-
nya atau memperingan penderitaan korban. Kor-
ban merasa terbantu dengan adanya pihak lain
yang memperhatikannya dan melindunginya. Para
penegak hukum juga turut terbantu karena adanya
perlindungan bagi korban menjadikan korban mau
membantu aparat penegak hukum untuk mengung-
kap kasus yang menimpa dirinya. Mencegah dan
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mengurangi adanya “dark number” dalam catatan
para penegak hukum serta membantu para penegak
hukum dalam menanggulangi kejahatan khususnya
dalam hal ini kejahatan perkosaan. Karena stigma
masyarakat yang mencap buruk perempuan korban
Perkosaan adalah kejahatan yang melanggar HAM
karena melanggar hak asasi perempuan. Korban
perkosaan jelas-jelas mengalami kerugian.

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/
psikis manusia, sehingga dalam setiap kehidupan
manusia maka psikologi berusaha untuk menjelas-
kan masalah yang dihadapi. Tak terkecuali dalam
permasalahan hukum. Di Indonesia, psikologi kemu-
dian membagi bidangnya menjadi 6 yaitu psikologi
klinis, perkembangan, psikologi umum dan eksperi-
men, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikolo-
gi industri dan organisasi. Pada kenyataannya di
Amerika, pembagian ini sudah menjadi lebih dari
50 bagian, mengikuti semakin kompleksnya per-
masalahan yang dihadapi manusia. Salah satunya
adalah permasalahan dalam bidang hukum, bagian
dari psikologi yang menanganinya sering dikenal
sebagai psikologi forensik. Apa itu psikologi foren-
sik?

Psikologi forensik adalah aplikasi metode,
teori, dan konsep-konsep psikologi dalam sistem
hukum. Setting dan kliennya bervariasi, mencakup
anak-anak maupun orang dewasa. Semua jenis in-
stitusi, mencakup korporasi, lembaga pemerintah,
universitas, rumah sakit dan klinik, serta lembaga
pemasyarakatan, dapat terlibat sebagai klien atau
obyek kesaksian dalam berbagai macam kasus hu-
kum. Oleh karena itu biasanya juga disebut sebagai
psikologi hukum.
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Sedangkan kompetensi Psikologi Forensik dalam
HIMPSI diatur dalam Pasal 57 terdiri dari 3 ayat yaitu
Praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus
psikologi forensik terutama yang membutuhkan
keahlian dalam pemeriksaan psikologis seseorang
yang terlibat kasus peradilan pidana, yang bertu-
juan membantu proses peradilan dalam menegak-
kan kebenaran dan keadilan.

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang
melakukan praktik psikologi forensik harus
memiliki kompetensi sesuai dengan standar
psikologi forensik, memahami sistem hukum di
Indonesia dan mendasarkan pekerjaannya pada
kode etik psikologi;

(2) Praktik Psikologi forensik yang meliputi pelak-
sanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan
diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi serta
intervensi psikologi dalam kaitannya dengan
proses hukum (misalnya evaluasi psikologis
bagi pelaku atau korban kriminal, sebagai saksi
ahli, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan
anak, program asesmen, konsultasi dan terapi di
lembaga pemasyarakatan) hanya dapat dilaku-
kan oleh psikolog. Dalam menjalankan tang-
gung jawabnya psikolog harus mendasarkan
pada standar pemeriksaan psikologi yang baku
sesuai kode etik psikologi yang terkait dengan
asesmen, dan intervensi;

(3) Imuwan psikologi forensik dalam melakukan
kajian/penelitian yang terkait dengan aspek-
aspek psikologis manusia dalam proses hukum
wajib memiliki pemahaman terkait dengan sis-
tem hukum di Indonesia dan bekerja berdasar-
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kan kode etik psikologi terutama yang terkait
dengan penelitian.

Peran psikolog forensik dalam HIMPSI sesuai
dengan Pasal 58 ayat 2 yaitu Psikolog forensik me-
miliki wewenang memberikan laporan tertulis atau
lisan mengenai hasil penemuan forensik, atau mem-
buat pernyataan karakter psikologi seseorang, hanya
sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap priba-
di bersangkutan sesuai standar prosedur pemerik-
saan psikologi, untuk mendukung pernyataan atau
kesimpulannya. Bila tidak dilakukan pemeriksaan
menyeluruh karena keadaan tidak memungkin-
kan, Psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada,
serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi
implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang
dibuatnya.

Setelah membahas sedikit tentang apa itu
psikologi forensik dan organisasinya, penulis akan
langsung masuk kedalam salah satu masalah yang
dihadapi oleh psikologi forensik atau psikologi hu-
kum di Indonesia. Menurut Blackburn (dalam Bar-
tol & Bartol, 1994; Kapardis, 1995) psikologi hukum
dibagi menjadi tiga bidang, psychology in law, psy-
chology and law, psychology of law. Psychology in law,
merupakan aplikasi praktis psikologi dalam bidang
hukum seperti psikolog diundang menjadi saksi ahli
dalam proses peradilan. Psychology and law, meliputi
bidang psycho-legal research yaitu penelitian tentang
individu yang terkait dengan hukum seperti hakim,
jaksa, pengacara, terdakwa. Psychology of law,
hubungan hukum dan psikologi lebih abstrak, hu-
kum sebagai penentu perilaku. Isu yang dikaji antara
lain bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum
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dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.
Penulis mencoba mengkaji psikologi hukum pada
bidang psychology and law, karena psikologi berusa-
ha menjelaskan proses pencarian kebenaran dalam
investigasi perkara pidana.

Di negara Indonesia menjadi terdakwa kasus ko-
rupsi dan kasus pencurian mobil memiliki penanganan
yang sangat berbeda jauh, apalagi kasus-kasus yang
menjerat rakyat kecil. Perkara pidana yang men-
jerat seseorang bisa dipidanakan apabila kasusnya
telah diinvestigasi dan disidik. Saat proses investi-
gasi inilah banyak ditemukan penyimpangan-pe-
nyimpangan yang dilakukan oleh penyidik selama
ini. Penyidiklah yang pertama kali bertemu dengan
tersangka, saksi, serta korban dan menanyakan ke-
jadian perkara yang mereka alami.

Kesalahan dalam investigasi akan memberi-
kan pengaruh dalam mencapai kebenaran dalam
proses peradilan pidana pada tahap selanjutnya di
kejaksaan maupun pengadilan. Seringkali polisi
dalam melakukan investigasi menggunakan cara
“kekerasan” (fisik maupun psikologis), hal ini jus-
tru akan merusak ingatan saksi, korban maupun
tersangka.

Proses peradilan pidana sangat menggantung-
kan pada hasil investigasi pada saksi, karena baik
polisi, jaksa dan hakim tidak melihat langsung ke-
jadian perkara. Namun apa yang terjadi dinegeriini,
seringkali terjadi kesalahan kesaksian. Bagaimana-
pun saksi adalah manusia biasa, maka banyak hal
yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara kesak-
sian yang diberikan dengan fakta yang sebenarnya.
Mungkin saat terjadi suatu kejadian perkara, banyak
sekali informasi yang masuk dalam kognisi saksi
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yang melihat kejadian tersebut. Tidak hanya infor-
masi tentang perbuatan pelaku kejahatan, namun
juga karakteristik pelaku dan situasi saat kejadian
juga masuk ke dalam kognisi saksi. Informasi yang
datang begitu banyak, sehingga hanya sedikit yang
direkam oleh saksi. Terjadi proses seleksi informa-
si yang disebut sebagai perhatian. Informasi yang
masuk juga akan diberi makna oleh individu, proses
ini disebut sebagai persepsi. Saksi yang sedang me-
miliki emosi negatif terhadap pelaku akan mem-
persepsi hal-hal negatif tentang pelaku yang kemu-
dian disimpan dalam memorinya.

Untuk mengurangi hal-hal yang berpengaruh
terhadap kerentanan memori saksi, diperlukan
teknik agar memori saksi dapat dihadirkan secara
maksimal. Dua teknik interview investigasi yang
sering dibicarakan adalah Hipnosis dan wawancara
kognitif. Hipnosis sebenarnya sudah lama diguna-
kan orang, namun karena banyak terjadi kontrover-
sial maka teknik ini jarang digunakan. Di Indonesia,
tidak banyak psikolog yang ahli dalam mengguna-
kan teknik hipnosis. Mungkin karena pendekatan
Freud tidak terlalu berkembang di psikologi Indo-
nesia. Hipnosis dapat digunakan untuk meningkat-
kan ingatan saksi maupun korban.

Teknik hipnosis meminta saksi/korban untuk
relaks, kemudian ia dalam focus state dan menjadi
sangat patuh terhadap instruksi orang yang meng-
hipnosisnya. Instruksi yang diberikan adalah mem-
inta saksi/korban untuk kembali mengingat kejadian
yang dialaminya. Ia dibimbing untuk memperhati-
kan hal-hal detail seperti nomer plat mobil atau wa-
jah dari pelaku. Saksi biasanya akan mengingat in-
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formasi lebih banyak ketika ia dihipnotis dibanding
dalam kondisi tidak terhipnotis. Namun ada pula
hal buruknya menggunakan hipnosis, walaupun
lebih banyak informasi yang muncul tapi kadang
informasi ini belum tentu informasi yang benar dan
tepat. Kadang informasi yang muncul dipengaruhi
oleh imajinasi dan fantasi dari saksi.

Wawancara kognitif tujuannya adalah untuk
meningkatkan proses retrieval yang akan mening-
katkan kuantitas dan kualitas informasi dengan cara
membuat saksi/korban merasa relaks, dan kooper-
atif. Dalam wawancara kognitif terdapat 5 tahapan.
Tahap tersebut adalah : Tahap I, adalah tahap men-
jalin rapport (pendekatan) terhadap saksi/korban
agar ia tidak cemas, merasa nyaman, membuat
saksi/korban juga menjadi lebih konsentrasi. Pada
tahap awal ini, ia diminta bercerita tentang kejadian
tanpa dipotong oleh pewawancara. Tujuannya ada-
lah tidak ada efek sugesti dari pewawancara. Tahap
II, event interview similarity, adalah mengembalikan
ingatan saksi pada kejadian yang dialaminya. Ia di-
minta menutup mata dan membayangkan kejadian
yang dialaminya. Ia diminta untuk membayangkan
apa yang dilihat, didengar, pikiran dan perasaannya
(yang relevan) pada saat itu. Tahap III, melakukan
probing (penggalian informasi secara lebih detail)
pada gambaran dan hal-hal yang disampaikan oleh
saksi.

Secara keseluruhan teknik ini membutuhkan
kondisi relaks saksi/korban, memberikan berbagai
kesempatan pada saksi untuk menceritakan kejadian
dan tidak menggunakan pertanyaan yang menun-
tun atau menekan. Namun yang diajarkan pada
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polisi dinegeri ini adalah interograsi dengan teknik
yang menekan dan pertanyaan yang menuntun atau
menekan.

Proses peradilan pidana membutuhkan infor-
masi dari saksi, korban dan tersangka, karena baik
polisi, jaksa maupun hakim tidak melihat sendiri
kejadian perkara. Tetapi polisi, jaksa dan hakim harus
membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada.
Oleh karena itu peran saksi menjadi penting. Dalam
konsep psikologi, memori saksi sangat rentan, ka-
rena banyak faktor yang menyebabkan informasi
menjadi kurang akurat. Dibutuhkan teknik psikolo-
gi untuk mengurangi bias informasi yang terjadi.
Dua teknik yang biasa digunakan adalah hipnosis
dan wawancara kognitif. Untuk dapat melakukan
kedua teknik ini dibutuhkan ketrampilan, disinilah
psikologi forensik diperlukan untuk memberikan
pelatihan ketrampilan tersebut.

Teknik ini terutama diperlukan saat peng-
galian kesaksian awal (di Kepolisian), karena pada
saat itulah Berita Acara Pemeriksaan disusun. Hal
yang membuat sulit adalah polisi selama ini sudah
terbiasa melakukan interograsi dengan pertanyaan-
pertanyaan yang menuntun dan menekan. Dengan
melihat uraian diatas sangat ditekankan bahwa un-
tuk melakukan asesmen terhadap kasus diperlukan
ilmu dari psikologi, disini merupakan ranah yang
seharusnya ditempatkan profesi psikolog forensik
baik sebagai pengajar untuk mengajari penyidik,
atau berperan lansung dalam proses penyidikan.
Akan tetapi, minimnya polisi yang berlatar belakang
psikologi menjadikan banyak proses penyidikan
kasus-kasus disekitar kita menyimpang.
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yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsir-

kan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak
hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberi-
kan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum
juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian
meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus
memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai
dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki
kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat
penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan
dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak
langsung pula hukum akan memberikan perlindungan
terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek
dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum
itu sendiri.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan
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1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum
Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan
dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam
masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan,
perlindunagn terhadap kepentingan tertentu dapat di-
lakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan
di lain pihak.20

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan
kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otori-
tas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia
yang perlu diatur dan dilindungi.Perlindungan hukum
harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum la-
hir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hu-
kumyangdiberikanolehmasyarakatyangpadadasarnya
merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk
mengatur hubungan prilaku antara angota-anggota
mas'arakat dan antara perseorangan dengan pemerin-
tah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum
adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi
manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan per-
lindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hu-
kum.21

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan
hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang
be'sifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum
yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah

20 Raharjo, Satjipto. 2000. [Imu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti. Hlm. 53.

21 Ibid.
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bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan ber-
dasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif
bertujuanuntukmencegahterjadinyasengketa, termasuk
penanganannya di lembaga peradilan.22

Menurut Lili Rasjidi dan .B Wysa Putra bahwa
hukum dapat difungsikan untuk mengwujudkan per-
lindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan flek-
sibel, melainkan juga predektif dan antipatif.”

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari
bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-
tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepas-
tian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu per-
lindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai
dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif
maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang
secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka me-
negakkan peraturan hukum.

Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan
perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan
hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.
Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan
hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban be-
lum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pi-
dana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan
korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak”
atau “perlindungan tidak langsung”.

Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam
peraturan perundang-undangan selama ini pada

22 Hadjon, Phillipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat In-
donesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu. HIm. 29

23 Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sis-
tem. Bandung: Remaja Rusdakarya. Hlm. 118.
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hakikatnya telah ada perlindungan in abstracto secara
langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi
korban. Perlindungan secara tidak langsung dalam
peraturan hukum positif tersebut belum mampu mem-
berikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas
di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku
secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan
rasa keadilan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana
perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak
asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perha-
tian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana
perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat
peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan
mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka
tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara,
membela serta mempertahankan dirinya.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana
perkosaan, maka perlu diadakan pengelolaan korban
tindak pidana perkosaan, yang meliputi prevensi, tera-
pi dan rehabilitasi. Perhatian seseorang yang ditujukan
pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat
luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana
perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari
berbagai macam disiplin.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana
perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak
asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perha-
tian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana
perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat
peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan
mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka
tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara,
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membela serta mempertahankan dirinya.* Perlindungan
terhadap korban tindak pidana perkosaan, maka perlu
diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan,
yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi.”

Perhatian seseorang yang ditujukan pada korban,

keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya
dalam pengelolaan korban tindak pidana perkosaan
itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai
macam disiplin:

a)

b)

Upaya Pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat
pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya
masalah seksual di kemudian hari. Untuk meng-
hindari terjadinya tindak pidana perkosaan maka
disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian
seorang diri terutama pada waktu malam hari dan
ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya
kalau wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar
untuk melindungi diri dari orang-orang yang ber-
buat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada
waktu bepergian, bila terjadi usaha perkosaan maka
bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik
atau ketakutan;

Upaya Terapi pada korban tindak pidana perkosaan
memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus
pada korban saja. Selain keluhan dari para korban,
perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan
orang yang menolongnya pertama kali dan informa-
si dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru

24

25

Gosita, Arif. 1995. Bunga Rampai Viktimisasi. Bandung: PT.
Eresco. Hlm 136.

Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi
Korban Perkosaan, (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan),
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991,
Hlm 10-14.
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sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga
atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban tin-
dak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi
bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan pend-
eritaannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki
perilakunya, meningkatkan kemampuannya un-
tuk membuat dan mempertahankan pergaulan so-
sialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan
harus dapat mengembalikan si korban pada peker-
jaan atau kesibukannya dalam batas-batas kemam-
puannya dan kebiasaan peran sosialnya. Terapi
harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar
korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan
hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif;

c¢) Upaya Rehabilitasi korban tindak pidana perko-
saan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai
usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian
diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan
korban secara fisik, mental dan sosial dalam ke-
hidupannya di masa mendatang. Tujuan rehabilitasi
meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek
medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek
psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya
penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya
pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan
masyarakat terhadap para korban tindak pidana
perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka
para korban tindak pidana perkosaan selalu menda-
patkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perko-
saan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah
perkosaan. Korban tidak saja mengalami penderitaan se-
cara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis.
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Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai
dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

a. Dampak secara fisik
b. Dampak secara mental
c. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Perkosaan (rape) berasal dari bahasa latin rapere
yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan
adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual
yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap per-
empuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut
moral dan hukum. Perkosaan juga dapat terjadi dalam
sebuah pernikahan di dalam Pasal 285KUHP disebut-
kan bahwa:*

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh
dengan dia diluar perkawinan, diancam karena
melakukan perkosaan dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun.”

Pada pasal ini, perkosaan didefinisikan bila di-
lakukan hanya di luar perkawinan. Selain itu, kata-kata
bersetubuh memiliki artibahwa secara hukum perko-
saan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi, pada
saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut
tidak dapat dikatakan perkosaan tetapi masuk dalam
kategori pencabulan,” tindak pidana perkosaan yang
diatur dalam Pasal 285 KUHP itu ternyata hanya mem-
punyaiunsur-unsur obyektif, yaitu: unsur barang siapa,

26 2007. Indonesia, KUHAP dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.
89.

27 http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20
Pemerkosaan%?20Pantas%20Dihukum%20Berat&&nomorurut_
artikel=452/diakses tgl 6 Januari 2012.
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dengan kekerasan, dengan ancaman akan memakai
kekerasan, memaksa, seorang wanita, mengadakan
hubungan kelamin diluar perkawinan, dengan dirinya

Menurut Soetandyo Wingnjo Soebroto bahwa
“perkosaan” adalah suatu usaha melampiaskan hawa
nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang
perempuan dengan cara menurut moral dan/ atau hu-
kum yang berlaku adalah melanggar hukum.?

WirdjonoProdjodikoro, mengungkapkan bahwa
perkosaan adalah, “seorang laki-laki yang memaksa se-
orang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetu-
buh dengan dia,sehingga sedemikian rupa ia tidak da-
pat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan
persetubuhan itu”.*

Nursyahbani Katjasungkana berpendapat bahwa
perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap
perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi
perempuan terhadap kepentingan laki-laki.*

Back’s Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo
Santoso, merumuskan perkosaan atau rape sebagai beri-
kut: “Hubungan seksual yang melawan hukum/tidak
sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya,
persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terha-
dap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan
dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya,
tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-
laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan

28 Poerwadarminta, W.J.S. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Ja-
karta: PN Balai Pustaka. HIm. 741.

29 Chazawi, Adam. 2007. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakar-
ta: PT. Raja Grafindo Persada. HIm. 63.

30 Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki. 1997. Perempuan dalam
Wacana Perkosaan. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset. Hlm. 25.
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tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan
perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan keta-
kutan atau di bawah keadaan penghalang.”

Walaupun di dalam rumusan Pasal 285 KUHP
tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, akan
tetapi dicantumkan unsur “memaksa” maka tindak
pidana perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal
285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena
seperti yang telah diketahui dalam Pasal 285 KUHP itu
harus dilakukan dengan sengaja maka dengan sendi-
rinya kesengajaan itu harus dibuktikan oleh penuntut
umum atau hakim di sidang pengadilan yang memerik-
sa dan mengadili perkara pelaku bahwa telah didakwa
melanggar larangan yang diatur dalam Pasal KUHP.*!

Pengertian perbuatan memaksa (dwingen) ada-
lah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan
menekankan kehendak orang lain itu agar orang lain
itu tadi menerima kehendak orang yang menekan atau
dengan kehendaknya sendiri.*> Perbuatan memaksa
menurut Pasal 285, yakni bersetubuh dengan dia, atau
bersedia disetubuhi, demikian juga memaksa pada
Pasal 289 dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan
cabul, sementara itu untuk yang kedua misalnya terdapat
pada Pasal 368 (pemerasan), Pasal 369 (pengancaman) di-
mana perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang
dipaksa melakukanperbuatan yang sama dengan ke-
hendaknya, yakni menghapuskan piutang dan mem-

31 Prodjodikoro, Wirdjono. 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di
Indonesia. Bandung: Eresco. Hlm. 117.

32 Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terha-
dap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan.
Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 65
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buat utang.” Jenis-jenis pemerkosaan dapat digolong-
kan sebagai berikut:

a. Sadistic Rape

Yakni perkosaan pada tipe ini seksualitas dan agresif
berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perko-
saan telah nampak menikmati kesenangan erotik
bukan melalui hubungan seksnya melainkan mela-
lui serangan yang mengerikan atas alat kelamin
dan tubuh korban;

Anger Rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksu-
alitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan
melampiaskan rasa geram dan marah yang terta-
han. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan
obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksi-
kan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan,
kesulitan dan kekecewaan hidupnya;

Domination Rape

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku
mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superiori-
tas terhadap korban, tujuannya adalah penaklukan
seksual pelaku menyakiti korban namun tetap me-
miliki keinginan berhubungan seksual;

Seductive Rape

Yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-
situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua
belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan

33 P.AF.Lamintang, Op, Cit, HIm. 109.
34 Adam Chazawi, Lok, Cit.
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bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak
sampai sejauh persenggamaan, pelaku pada um-
umnya mempunyai keyakinan membutuhkan
paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai
perasaan bersalah yang menyangkut seks;

Victim Precipitated Rape
Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan
menempatkan korban sebagai pencetusnya;

Exploitation Rape

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap
kesempatan melakukan hubungan seksual yang
diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keun-
tungan yang berlawanan dengan posisi perempuan
yang bergantung padanya secara ekonomis dan so-
sial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya
atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh
majikannya, sedangkan pembantunya tidak mem-
persoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada
pihak yang berwajib

Beberapa macam karakteristik umum tindak pi-

dana perkosaan:®

a.

b.

Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada
setiap perkosaan.

Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan
dengan motivasi seksual semata-mata.

Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih
banyak mengandungmasalah kontrol dan keben-
cian dibandingkan dengan hawa nafsu.

35 Prasetyo, dan Suparman Marzuki. Op, Cit. HIm. 103
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Jenis-jenis perkosaan juga dapat dibedakan men-

jadi: %

a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban

D)

2)

Perkosaan oleh suami atau mantan suami
Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu
perkawinan, karena suami merasa berhak untuk
memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja
sesuai dengan keinginannya tanpa mempedu-
likan keinginan sang istri. Bahkan tidak jarang
terjadi banyak mantan suami yang merasa masih
berhak untuk memaksakan hubungan seks pada
mantan istrinya.

Perkosaan oleh teman kencan atau pacar teman
kencan atau pacar biasa memaksa korban untuk
berhubungan seks dengan berbagai dalih karena
ia sudah menghabiskan uang untuk menyenang-
kan korban, karena mereka pernah berhubungan
seks sebelum itu, karena korban dianggap senga-
ja memancing birahi, atau karena si pacar sudah
berjanji akan mengawini korban. Ajakan untuk
berhubungan seks masih termasuk wajar bila
si perempuan masih punya kesempatan untuk
menolak dan penolakannya itu dihormati oleh
pacarnya. Bujuk rayu pun masih bisa dianggap
normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti
oleh tindakan pemaksaan tetapi kalau pacar per-
empuan itu sampai memaksakan kehendaknya,
itu sudah berarti suatu kasus perkosaan, sekali-
pun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu su-

36 Dwiati, Ira. 2007. Perlindugan Hukum Terhadap Korban Tindak Pi-
dana Perkosaan dalam Peradilan Pidana. Semarang: Tesis Magister
IImu Hukum Program Pascasarjana UniversitasDiponegoro.
Hlm. 41-42.

40



Bab III Perlindungan Terhadap Korban

dah menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya
nekat melakukan yaitu berarti perkosaan. Kasus
perkosaan seperti ini sangat jarang didengar
orang lain karena korban malu dan takut diper-
salahkan orang;

3) Perkosaan oleh atasan/majikan
Perkosaan terjadi antara lain bila seorang per-
empuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan
atau majikannya dengan ancaman akan di PHK
bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman
lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan
atau majikan.

4) Penganiayaan seksual terhadap anak-anak
Seorang anak perempuan atau anak laki-laki da-
pat diperkosa oleh lelaki dewasa dan masalah
ini sangat peka dan sulit karena anak-anak yang
menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan
apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak
itu mempercayai pelaku. Kalaupun si anak me-
lapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga
yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak
digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbo-
hong dan berkhayal, biasanya mereka menyang-
kal kejadian itu hanya dengan alasan “tidak”
mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat
begitu”.

b. Perkosaan oleh orang tak dikenal

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, na-
mun lebih jarang terjadi dari pada perkosaan dimana
pelakunya dikenal oleh korban, jenis perkosaan ini da-
pat dibedakan, yaitu:
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D)

2)

3)

Perkosaan beramai-ramai

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa
secara bergiliran oleh sekelompok orang yang
tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh
satu orang tidak dikenal kemudian orang-orang
lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut
melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang
remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan
agar mereka dianggap “jantan” atau untuk mem-
buktikan “kelelakian”-nya.

Perkosaan di penjara

Di seluruh dunia banyak perempuan diperkosa
oleh polisi atau penjaga penjara setelah mereka di-
tahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan
juga umum terjadi antar penghuni lembaga pe-
masyarakatan laki-laki untuk menunjukkan bahwa
si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada
korbannya.

Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berada di tengah kan-
cah pertempuran sering memperkosa perempuan
di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-
nakuti musuh atau untuk mempermalukan mere-
ka. Perkosaan beramai-ramai dan perkosaan yang
sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tu-
juan politis atau taktis tertentu), misalnya kejadian
yang menimpa kaum perempuan Muslim Bosnia.
Kekuasaan di hadapan musuh.

Secara yuridis formal, kejahatan atau tindak pi-

dana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan
dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat,
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bersifat asosial dan melanggar hukum serta undang-
undang pidana. Saparinah Sadli menyatakan bahwa tin-
dak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku
menyimpang. Sedang perilaku menyimpang merupa-
kan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap
norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau
keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan in-
dividual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan
merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlang-
sungnya ketertiban sosial.” Dari pengertian di atas ter-
lihat bahwa kejahatan atau tindak pidana tidak hanya
merupakan masalah kemanusiaan saja tetapi juga meru-
pakan masalah sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan
bahwa kata perkosaan berasal dari kata dasar perkosa
yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa.
Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan,
memaksa dengan kekerasan, menggagahi.”*® Dalam ka-
mus lain kata perkosa diartikan dengan gagah, kuat,
paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kekerasan,
menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Sedang kata
perkosaanberarti perbuatan memperkosa, penggaga-
han, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tindak pidana perkosaan diatur dalam Bab XIV dengan

judul Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu dalam Pasal
285. Pasal 285 KUHP tersebut menyatakan bahwa “ Ba-

37 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia. 1989. Jakarta: Balai Pustaka. HIm. 673.

38 Poerwodarminta, W.].S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Ja-
karta: Balai Pustaka. Hlm. 74.

39 Sadli, Saparinah dalam Barda Nawawi Arief. 1994. Kebijakan
Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.
Semarang: CV. Ananta. HIm. 11.
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rangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun “.
Berdasarkan Pasal 285 KUHP tersebut, dapat diambil
kesimpulan antara lain:

a Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa
batas umur.

b Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman
kekerasan.

Hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak
korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang
ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan terhadap wanita tersebut. Dalam
proses penegakan hukum pidana paling sedikit ada
dua pihak yang terkait di dalamnya, yaitu pihak pelaku
tindak pidana (offenders) dan pihak korban kejahatan
(victims). Oleh karena itu maka kedua pihak tersebut
harus mendapat perhatian yang seimbang.

Dengan demikian dalam proses penyelesaian
perkara pidana tidak ada pihak yang merasa dirugikan
baik dipandang dari sudut penegakan hukum pidana
maupun dalam usaha penanggulangan kejahatan yang
terjadi dalam masyarakat.

Pengertian korban kejahatan tidak hanya sebagai
orang yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya
suatu kejahatan, karena korban kejahatan terkait dengan
adanya kejahatan dan kejahatan itu sendiri semakin
lama semakin berkembang dan bervariasi. Selain itu
pemikiran dan pembahasan tentang korban kejahatan
semakin Berkembang mengikuti perkembangan keja-
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hatan bahkan pembahasannya semakin luas sampai
ke masalah-masalah politik, sosial, ekonomi bahkan
sampai pada masalah hak asasi manusia (HAM) seperti
yang dikemukakan oleh Boy Mardjono Reksodiputro.*

Dalam pemikiran semacam ini maka pengertian
korban pun diperluas. Tidak saja dari kejahatan kon-
vensional (misalnya: pembunuhan, perkosaan, pengan-
iayaan dan pencurian) tetapi juga mencakup korban ke-
jahatan-kejahatan non konvensional seperti: terorisme,
pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah,
kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komput-
er. Kini pembicaraan mengenai korban juga meliputi
pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak itu
pula ruang lingkup studi tentang korban ini menjang-
kau penyalahgunaan secara melawan hukum kekua-
saan ekonomi (illegal abuses of economic power),seperti
pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan
konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan,
penyelewengan dalam bidang pemasaran dan per-
dagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional,
pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan
pajak dan sebagainya.

Disejajarkan pula dalam hal ini adalah penyalah-
gunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (ille-
gal abuses of public power), seperti pelanggaran terhadap
hak-hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang
oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta pena-
hanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Sementara itu Arif Gosita memberi pengertian
korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah
dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari

40 Reksodiputro,dalam Sahetapy Et. 1987. Viktimologi Sebuah Bun-
ga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 96.
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pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain
yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi
dari orang yang menderita. Mereka disini dapat berarti
individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerin-
tah.*! Pengertian korban dari sudut pandang yang sem-
pit yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja
yaitu sebagai seorang yang telah menderita kerugian
sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa
keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai
akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) keja-
hatan. (A victim is a person who has suffered damage as a
resultofa crime and or Whose sense of justice hasbeendirect-
ly disturbed by the experience of havingbeen the target of a
crime). **

Pentingnya pengkajian terhadap eksistensi kor-
ban, disamping dalam rangka meninjau hubungan
korban dengan pelaku (victim-offender relationship) untuk
kepentingan proses peradilan pidana, baik dalam rang-
ka menetapkan pertanggungjawaban pelaku, lebih-
lebih dalam rangka menentukan bentuk dan besarnya
restitusi dan atau kompensasi yang akan diterima oleh
korban, pengkajian tentang korban diarahkan juga un-
tuk melengkapi data statistik kriminal resmi. Hal ini
antara lain dimaksudkan sebagai sumbangan informasi
bagi pihak yang berwenang dalam rangka menetapkan
kebijakan penanggulangan kejahatan dengan berpijak
pada perspektif korban.

Dalam Resolusi PBB tentang “Declaration of Basic
Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse ff Power”
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban ada-

41 Gosita. 1983. Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan).
Jakarta: Akademika Pressindo. Hlm. 41.

42 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-Teori dan Kebijakan
Pidana. Bandung: Alumni. HIm. 78.
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lah orang-orang, baik secara individual maupun kolek-
tif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak
berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku
disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang
melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya di-
katakan bahwa dalam pengertian korban ini termasuk
juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan
(tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelang-
garan terhadap hukum pidana nasional yang berlaku,
tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-
norma HAM yang diakui secara internasional.*

Dalam pengertian korban yang dirumuskan
dalam Resolusi PBB seperti disebutkan di atas ternyata
bahwa seseorang atau sekelompok orang sudah dapat
dinyatakan sebagai korban meskipun pelaku kejahatan
telah atau belum diketahui, ditangkap, ditahan, di-
tuntut atau dipidana serta tanpa memandang adanya
hubungan keluarga dengan korban.

Hubungan keluarga antara pelaku kejahatan
dengan orang yang menjadi korban kejahatan perlu
diperhatikan untuk menghindari agar jangan sampai
terjadi karena adanya hubungan keluarga antara pelaku
kejahatan dengan korban menyebabkan korban menja-
di terabaikan. Jika hal ini terjadi, maka orang yang men-
jadi korban kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga
akan menderita terus-menerus tanpa mendapat perha-
tian dan perlindungan. Oleh karena itu seiring dengan
munculnya perhatian pada terjadinya kejahatan dalam
rumah tangga (misal kekerasan yang dilakukan suami
terhadap isteri atau perkosaaan ayah terhadap anak),
maka korban dari kejahatan dalam rumah tangga seyog-

43 Arief, Barda Nawawi. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan
Hukum danPengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya
Bakti. HIm. 54.
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yanya harus mendapat perhatian dan perlindugan seperti
korban kejahatan lainnya.

Hal lain yang menarik untuk diperhatikan dan
dikaji dan pengertian korban seperti yang dirumuskan
dalam Resolusi PBB No. 40/34 adalah adanya keinginan
untuk memperluas pengertian korban yang tidak saja
terbatas pada korban perbuatan (tidak berbuat) dari
orang lain melainkan juga meliputi keluarga dari korban
serta atau orang-orang lain yang menjadi tanggungan
korban, dan orang-orang yang menderita kerugian aki-
bat tindakan atau usahanya untuk mencegah terjadinya
kejahatan. Memberikan perhatian dan perlindungan
bahkan jika perlu dengan memberikan penghargaan
terhadap orang yang menderita akibat mencegah tim-
bulnya kejahatan/korban, tidak saja akan meringan-
kan beban penderitaan/kerugian yang dirasakan oleh
orang tersebut tetapi akan berpengaruh juga terhadap
upaya mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam
mencegah timbulnya kejahatan atau timbulnya korban
kejahatan dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian korban seperti
dikemukakan di atas, terlihat bahwa pengertian korban
meliputi semua orang yang menderita akibat perbuatan
(tidak berbuat) dari orang lain.Tetapi dalam tulisan ini
pengertian korban terbatas pada masalah korban seba-
gai akibat dari tindak pidana perkosaan.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial ten-
tu membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu
hubungan yang harmonis antara manusia yang satu
dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan
melalui kehidupan saling menghormati dan menghar-
gai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan
kewajiban.

Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki
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hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat di-
pandang sebagai individu yang berdaulat sehingga
dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara
mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai per-
sonal sosial, yaitu suatu pribadi sosial yang dibina oleh
masyarakat dan hidup terikat oleh masyarakat serta
mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak
itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan
penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan
umum atau masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan
tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah Nega-
ra Hukum (rechtstaat) dan bukan Negara Kekuasaan
(machtstaat). Dengan demikian, ada berbagai konsek-
uensi yang melekat padanya, bahwa konsepsi rechtstaat
maupun konsepsi the rule of law menempatkan hak
asasi manusia sebagai salah satu ciri khas negara re-
chtstaat atau menjunjung tinggi the rule of law, bagi suatu
negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terha-
dap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran
tentang baik buruknya suatu pemerintahan.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban
kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif
yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemer-
intah (melalui aparat penegak hukum) seperti pembe-
rian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman
yang dapat membahayakan nyawa korban, pembe-
rian bantuan medis, bantuan hukum secara memadai,
proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap
pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu
perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta
instrument penyeimbang.

Disinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban
kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.
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Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya
menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami
gangguan, karena korban kejahatan perlu dilindungji,
Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud
system kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini
terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di
dalam struktur kelembagaan seperti polisi, kejaksaan,
pengadilan dan sebagainya.

Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermak-
na penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga
pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang
menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana
pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

Kedua, adanya argumen kontrak sosial dan soli-
daritas sosial karena negara boleh dikatakan memo-
nopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan
melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh
karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara
harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara
peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

Ketiga, perlindungan korban yang biasanya di-
kaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu
penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik
yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan me-
mulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai
dalam masyarakat. Dengan mengacu pada penerapan
perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat
dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan.

Dalam rangka pembaruan hukum pidana dan
pembentukan KUHP Nasional khususnya, masalah
perlindungan korban terutama yang menyangkut pem-
berian ganti rugi kepada korban perlu mendapat per-
hatian yang sewajarnya. Dengan memberikan perhatian
kepada korban kejahatan maka akan meminimalkan
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kemungkinan terjadinya korban kedua kali (victim sec-
ondary)bagi korban. Disamping itu dengan memberikan
perlindungan yang memadai kepada korban kejahatan
maka sesungguhnya hukum pidana telah ikut mem-
bantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan
jalan meminimalkan penderitaan para korban kejaha-
tan atau tindak pidana.

Dalam Konsep KUHP nasional terlihat adanya
kemajuan dalam memberikan perlindungan dan perha-
tian kepada korban kejahatan yaitu dengan diaturnya
pemberian ganti rugi kepada korban.Jika dibandingkan
dengan KUHP yang berlaku sekarang yang tidak me-
masukkan pemberian ganti rugi kepada korban sebagai
salah satu jenis pidana baik sebagai pidana pokok mau-
pun sebagai pidana tambahan, maka dalam Konsep
KUHP Nasional terlihat adanya pengaturan pemberian
ganti rugi pada korban sebagai salah satu pidana meski-
pun bersifat pidana tambahan.

Berhubung dengan pentingnya perhatian pada
korban kejahatan, maka dalam rangka pembentukan
KUHP nasional, masalah perlindungan korban keja-
hatan perlu pengaturan yang memadai untuk mem-
bantu memulihkan kondisi sosial ekonomi para kor-
ban kejahatan serta untuk menyelesaikan konflik yang
ditimbulkan karena terjadinya suatu kejahatan serta
untuk memulihkan keseimbangan, dan mendatang-
kan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang
dikehendaki dalam tujuan pemidanaan yang tercantum
dalam Konsep KUHP.

Perlindungan korban kejahatan dalam proses
penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi
korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk
kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan
penanggulangan kejahatan disatu sisi dan di sisi yang
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lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri.
Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada kor-
bannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, ka-
rena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat
secara konkret untuk menghilangkan noda yang diaki-
batkan oleh kejahatannya. Penjatuhan pidana berupa
kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban
akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku karena
dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari
si pelaku. *

Penjatuhan sanksi pidana yang berupa kewajiban
memberikan ganti rugi kepada korban, menurut pan-
dangan masyarakat juga akan menanamkan kesan
bahwa pelaku tidak saja telah dijatuhi sanksi pidana
tetapi juga telah membayar “keuntungannya” dalam
bentuk kepeduliannya memberikan ganti rugi kepada
korban dari perbuatannya tersebut. Kesan tersebut akan
memudahkan masyarakat untuk menerima kembali ke-
hadiran pelaku tersebut di tengah-tengah masyarakat
kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
Sikap masyarakat yang mau menerima kembali pelaku
perkosaan tersebut pada akhirnya akan memupuk dan
mengembalikan kepercayaan diri si pelaku tindak pi-
dana atau kejahatan perkosaan dalam menempuh jalan
hidup yang lebih baik dikemudian hari.

Penjatuhan sanksi pidana yang berorientasi pada
kepentingan korban tidak akan menghalangi usaha
memperbaiki pelaku kejahatan,tetapi sebaliknya akan
mempercepat proses rehabilitasi pada pelaku kejahatan.
Pentingnya memberikan perhatian pada perlindungan
korban didasarkan pada pemikiran bahwa dalam ke-
hidupan masyarakat semua warganegara harus berpar-

44 Sahetapy, J.E. 1987. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 43
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tisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai
suatu sistem kepercayaan yang melembaga (system of
institutionalized trust).Tanpa kepercayaan ini maka ke-
hidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik
sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah
laku. #

Lebih lanjut dikatakan, bahwa bagi korban keja-
hatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya
akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan
pengaturan hukum pidana berfungsi untuk mengem-
balikan kepercayaan tersebut. Pentingnya perlindungan
korban kejahatan dalam pengaturan hukum pidana
juga berdasarkan alasan kontrak sosial (social contract
argument) dimana negara mengambil alih semua reaksi
sosial terhadap kejahatan yang terjadi dan melarang
tindakan-tindakan yang bersifat pribadi dan argument
solidaritas social (social solidarity arqument), dimana ne-
gara mengambil tanggungjawab terhadap keamanan
warga negaranya baik mengenai keamanan maupun
ketertiban dalam hidup bermasyarakat karena negara
mempunyai fasilitas yang baik untuk itu. Oleh karena itu
jika terjadi kejahatan yang membawa akibat penderitaan
bagi korban, maka negara juga harus memperhatikan
penderitaan korban baik dengan memberi pelayanan
atau melalui pengaturan hak-hak korban.

Memahami anak sebagai korban tentu saja tidak
dapat terlepas dari ciri perkembangan anak secara
umum. Pada masing-masing tahapan perkembangan
itu, termasuk di dalamnya adalah perkembangan emosi
anak, perkembangan psikososial, perkembangan psiko-
seksual, dan perkembangan kognitif yang perkem-
bangannya sangat dipengaruhi oleh interaksi antara

45 Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Te-
ori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. Hlm. 77
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taktor bawaan (nature) dan belajar dari lingkungan (nur-
ture). Tentu saja pada perkembangan yang lebih awal,
anak-anak tersebut belum sampai pada perkembangan
yang stabil pada setiap aspek. Apabila anak kemudi-
an mendapatkan pengalaman buruk menjadi korban
kekerasan seksual, maka peristiwa tersebut beserta kon-
sekuensi keterlibatan anak dalam proses hukum akan
mempengaruhi perkembangannya dan sebaliknya,
kondisi psikologis anak dalam menjalani proses hukum
juga mempengaruhi kompetensi anak jika dibutuhkan
sebagai anak saksi. Jangankan pada anak, pada orang
dewasa yang diminta menjadi saksi pun akan sangat
mungkin merasa tidak nyaman. Kekerasan seksual ter-
hadap anak merupakan kejahatan serius, namun di sisi
lain kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap kali
sulit dibuktikan. Mahkamah Agung AS telah menga-
mati bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah
salah satu kejahatan yang paling sulit untuk dideteksi
dan dituntut karena kebanyakan tidak ada saksi kecuali
korban (Pennsylvania v. Ritchie, 480 U.S. 39, 60. 1987).

Dalam banyak kasus kesaksian saksi merupakan
hal yang sangat penting. Ini menjadi sangat ironis ka-
rena anak di satu sisi sebagai korban karena kelemahan
mereka, namun kekuatan anak sebagai saksi meru-
pakan harapan terbaik mereka untuk mendapatkan
perlindungan hukum. Salah satu simtom yang mungkin
terjadi pada orang yang mengalami trauma adalah meno-
lak membicarakan materi traumanya karena mengekspos
kembali peristiwa traumatik berisiko terbangkitkan-
nya memori negatif lengkap dengan pikiran-pikiran
negatif, emosi yang meluap-luap dan sensasi fisik yang
terasa tidak nyaman seolah masih atau kembali men-
galami kejadian tersebut (Leeds, 2008). Oleh karena itu
sangat dapat dimengerti bila pada beberapa kasus kor-
ban dengan trauma yang berat, menolak menceritakan
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kejadian yang dialaminya (Constanzo, 2006). Dalam hal
ini psikolog forensik dapat membantu Anak Korban
untuk mengatasi dan memulihkan traumanya, disamp-
ing juga membantu polisi, jaksa, dan hakim dalam men-
dapatkan kesaksian korban sebagai Anak Saksi dengan
tetap memperhatikan kondisi psikologis anak serta hak
anak dan menjaga agar tidak terjadi reviktimisasi.*t

Sebagai korban, anak sudah mengalami sebuah
situasi yang sangat berat. Terutama pada anak-anak
yang usianya lebih muda, dapat terjadi kebingungan
didalam memahami dan mempersepsi sebuah relasi
sosial sehingga sangat potensial mengganggu perkem-
bangan psikososialnya. Respon orang dewasa di seki-
tarnya, respon teman-temannya, belum lagi jika ada
media yang meliput tanpa memperhatikan psikologis
anak dapat mengganggu kestabilan emosinya, sehingga
banyak Anak Korban kemudian berubah perilakunya
menjadi tidak seperti biasa. Pada sebagian Anak Kor-
ban mengalami ketakutan, kecemasan dan ketidak-
percayaan diri. Setiap orang bereaksi secara berbeda
terhadap stres dan situasi krisis berdasarkan pada
kemampuan mereka sendiri atau kebiasaan, kemam-
puan untuk mengatasi, serta tingkat kematangan, dan
kepribadian. Bagi sebagian orang, situasi krisis dapat
muncul bersamaan dengan perubahan perilaku seperti
sulit tidur atau makan yang berlebihan. Bagi yang lain,
krisis dapat mencakup penolakan, ketidakpercayaan,
dan ketidakmampuan untuk mengatasi psikisnya atau
mungkin ada yang mengalami perubahan fisiologis
seperti peningkatan detak jantung, berkeringat, keluhan
lambung, dan keluhan fisik lainnya (Mundy, 2013).

46 Reni Kusumowardhani, Perspektif Psikoviktimologi dalam
Pendampingan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Sek-
sual, Asosiasi Psikologi Forensi (Apsifor)
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Pada anak-anak dengan tingkat kemampuan
pemahaman yang masih rendah mengenai apa yang
terjadi, bahkan untuk kasus kejahatan seksual yang ke-
banyakan dilakukan melalui bujuk rayu dan dilakukan
oleh orang yang dia kenal sehari-hari, awalnya anak hanya
mengalami kebingungan dan pada akhirnya merasa takut
justru karena reaksi orang dewasa di sekitarnya, oleh
proses hukum yang menuntut keterlibatannya, dan ka-
rena dibicarakan oleh banyak pihak. Anak yang bingung
atas apa yang terjadi pada dirinya, banyak yang menyim-
pan sendiri berbagai pikiran dan perasaannya secara
subyektif mengenai peristiwa yang dialaminya dan
bereaksi dengan caranya sendiri (Kusumowardhani,
2012).

Diagnosa PTSD pada anak-anak menurut Perrin,
P. Smith dan W. Yule (2000) ada beberapa kriteria:

(1) Kriteria A: Mengalami Kejadian Traumatik, yaitu
mengalami, menyaksikan atau terpapar pada ke-
jadian yang menyebabkan kematian, terancam mati,
cidera serius atau ancaman terhadap diri anak mau
pun orang lain;

(2) Kriteria B: Gejala Intrusif, seperti munculnya per-
mainan pasca traumatik atau kegiatan bermain yang
terdorong untuk dilakukan dan berulang tanpa ada
penyimpangan reaksi, mencoba atau terus berkem-
bang, pengulangan bagian-bagian trauma dalam
bermain, ingatan-ingatan yang muncul kembali,
adanya mimpi-mimpi buruk, episode flashbacks
atau disosiasi;

(3) Kriteria C: Sikap Menghindar, seperti perilaku ber-
main yang terbatas, meningkatnya sikap menarik
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diri dalam hubungan sosial, rentang emosi yang
terbatas, hilangnya proses perkembangan terutama
dalam hal perolehan bahasa dan perilaku kebersihan;

(4) Kriteria D: Kegelisahan berlebihan seperti terjaga
pada malam hari dan berteriak, sulit tidur, ketakutan
terhadap gelap atau takut akan mimpi buruk, som-
nambulism, berkurangnya konsentrasi dan perha-
tian, sering terjaga, sangat mudah terkejut.

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, di-
mungkinkan Anak Korban menjadi Anak Saksi guna
kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di sidang pengadilan yang dalam pelaksanaannya se-
mua pihak yang terlibat wajib mempertimbangkan
kepentingan terbaik bagi anak. Hak Anak Korban dan
Anak Saksi dilindungi dan dijamin keamanannya baik
secara fisik, psikologis dan sosial secara proporsional, yai-
tu memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi
anak. Bahkan di dalam UU Sistem Peradilan Pidana
Anak juga sudah diatur persyaratan para petugas hu-
kum mulai dari polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai
penuntut dan hakim di pengadilan harus memahami
kebutuhan perkembangan anak serta peka terhadap
kondisi anak agar tidak terjadi reviktimisasi pada anak.
UU Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU Perlindungan
Anak sangat memperhatikan hak Anak baik sebagai
pelaku, korban dan saksi.

Permasalahannya adalah bagaimana menginte-
grasikan semua pihak yang terkait agar dapat mengem-
ban amanat UU tersebut pada saat bekerja dengan Anak
Korban dan Anak Saksi. Hal ini merupakan tantangan
psikologi forensik untuk dapat berperan maksimal. Anak
Saksi yang juga merupakan Anak Korban mengalami be-
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ban psikologis ganda atas apa yang terjadi. Anak Saksi
tidak hanya perlu didampingi agar mampu melakukan
coping atas peristiwa negatif yang terjadi pada dirinya,
tetapi juga perlu memberikan keterangan sebagai saksi.

Kompetensi anak untuk memberikan kesaksian
mensyaratkan kemampuan dasar kognitif dan kapa-
sitas moral anak. Secara kognitif, anak harus mampu
melakukan observasi dan mengingat kejadian-kejadi-
an, harus mampu memahami perbedaan antara benar
dan salah, serta memahami bahwa ia punya tugas un-
tuk menyampaikan kebenaran baik di kepolisian
saat penyidikan, di kejaksaan dan di pengadilan. Khu-
susnya di pengadilan, pada saat kesaksian anak diam-
bil di bawah sumpah, perlu dipertimbangkan untuk
memastikan apakah anak memadai untuk hal tersebut
(Myers, 1994). Dapat dibayangkan apabila seorang anak
menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual yang
peristiwanyapun belum dapat sepenuhnya dipahami,
kemudian Anak Korban tersebut harus menjadi Anak
Saksi, maka perlu dipertimbangkan level kompetensi
kognitif anak tersebut dalam menjalankan perannya se-
bagai Anak Saksi, disamping juga bagaimana cara atau
teknik yang paling ideal untuk mengungkap kesaksian
anak tersebut agar pelaku hukum dalam hal ini polisi,
jaksa atau hakim berhasil mendapatkan keterangan
yang memadai dari Anak Saksi.

Perlindungan untuk kepentingan terbaik anak
perlu diupayakan tidak hanya untuk dampak jangka
pendek dan jangka panjang dari viktimisasi seksual
yang sudah terjadi atas dirinya, tetapi juga pencegahan
terhadap kemungkinan reviktimisasi akibat dari masih
terbatasnya kognisi anak dan penalaran moralnya, ter-
utama apabila anak masih di masa kanak-kanak awal,
atau kanak-kanak akhir, bahkan juga pada masa remaja.
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Karakteristik perkembangan psikososial serta psikosek-
sual anak juga saling berinteraksi membawa implikasi
bahwa perlu dibuat sebuah rancangan dalam perspektif
psikoviktimologi sebagai model pendampingan Anak
Korban kekerasan seksual yang sekaligus juga sebagai
Anak Saksi.

Berdasarkan perspektif psikoviktimologi, banyak
peran psikologi forensik yang sangat relevan turut serta
mengemban amanat UU tentang Sistem Peradilan Anak,
UU tentang Perlindungan Anak, UU tentang Pengha-
pusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU tentang
perdagangan manusia, UU tentang Perlindungan Saksi
Korban, baik pada tataran Mikro maupun Makro dalam
kasus Anak Korban Kekerasan Seksual.

1. Advokasi Kasus: Model Mikro

Definisi pelayanan korban dalam advokasi kasus
menurut Dussich (2013) adalah rangkaian kegiatan
yang dapat diberikan kepada para korban dalam me-
nanggapi keadaan penimbulan korban atas diri mereka
dengan tujuan meringankan penderitaan, memberi-
kan bimbingan, menawarkan perlindungan, mencegah
terulangnya viktimisasi oleh berbagai pihak dan mem-
tasilitasi pemulihan.

a. Intervensi Krisis
Pada dasarnya situasi krisis memiliki 3 elemen kun-
ci: (1) peristiwa luar biasa, (2) persepsi dari peristiwa
itu, dan (3) kemampuan korban untuk mengatasi
peristiwa tersebut. Intervensi krisis adalah pembe-
rian perawatan psikologis darurat singkat kepada
para korban yang mengalami kejadian traumatis
untuk mengembalikan mereka ke tingkat fungsi
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adaptif dan untuk mencegah reviktimisasi, serta
mengurangi dampak negatif jangka pendek dan
panjang. Pemberian Psychological First Aids (PFA)
pada fase awal akan sangat mungkin meningkatkan
kestabilan Anak Korban. Dalam hal ini, Ilmuwan
Psikologi yang memiliki ketrampilan menjalankan
PFA dapat melaksanakan program intervensi krisis
baik bersama maupun tanpa Psikolog Forensik.

Melakukan Asesmen

Semua intervensi, tidak peduli seberapa seder-
hana atau kompleks, memerlukan penilaian yang
komprehensif sebelum memberikan layanan. Ini
harus menjadi evaluasi psikososial yang lengkap,
baik dengan tes atau wawancara korban segera sete-
lah memungkinkan pasca viktimisasi. Tujuan
utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana
cidera psikologis dan trauma yang dialami Anak
Korban. Atas dasar hasil asesmen tersebut dapat
disusun dan diusulkan rencana intervensi yang ber-
tujuan meringankan penderitaan dan memfasilitasi
pemulihan agar sesuai dengan kebutuhan korban.
Perlu dipilih teknik asesmen yang bersifat terapeu-
tik di samping teknik-teknik asesmen yang umum
digunakan. Ilmuwan Psikologi dapat bekerjasama
dengan Psikolog Forensik (Kusumowardhani, 2014).

c. Intervensi Individual
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Memberikan layanan psikologis bagi Anak Korban
Intervensi psikologis individual diarahkan untuk
mengembangkan strategi coping dan meningkatkan
keterampilan Anak Korban dalam menangani gejala
fisik, emosional dari stres dan trauma. Berpotensi
menghilangkan sebanyak mungkin penderitaan
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serta mempercepat kembali ke fungsi normal atau
pemulihan. Pemulihan harus menjadi hasil akhir
dari semua intervensi dan harus didefinisikan seba-
gai kriteria yang diakui serta disepakati oleh semua
pendukung program. Hal dasar yang biasa dialami
korban adalah:

(1) terjadinya pelanggaran atas haknya sebagai ma-
nusia sekaligus hak-haknya sebagai korban;

(2) mereka telah merasa kehilangan dan sakit (ka-
dang secara fisik, kadang secara emosional, ka-
dang keduanya);

(3) dalam banyak kasus, jika ini adalah pertama
kalinya terjadi pada mereka dan mereka
bingung tentang apa yang harus dilakukan, di
mana tempat untuk mendapatkan layanan dan
bagaimana cara mengatasi situasi mereka;

(4) jika mereka memiliki trauma parah dapat me-
nyebabkan berbagai gejala: kecemasan terus me-
nerus, respon ketakutan, kewaspadaan berlebi-
han, insomnia, gangguan pola makan, flashback,
dan pikiran irasional.

Trauma terjadi ketika jiwa tiba-tiba dihadap-
kan pada hal yang tidak terduga, paksaan fisik dan
psikologis yang intens menyebabkan sakit atau ci-
dera emosional dan fisik. Cidera secara emosional
adalah respon normal terhadap peristiwa abnormal.
Pembentukan ingatan yang berhubungan dengan
emosi yang menyakitkan dapat menghasilkan fobia
yang kuat. Makin langsung/intens paksaan, makin
besar risiko trauma, makin banyak cidera, dan ber-
langsung makin lama . Mekanisme coping yang
normal biasanya tidak mampu menangani serangan
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yang kuat ini sehingga orang sering menjadi bin-
gung, sangat disfungsional dan sangat membu-
tuhkan dukungan psikososial serta bantuan terapi.
Terutama apabila korbannya adalah anak-anak den-
gan segala karakteristik perkembangannya, diperlu-
kan sebuah pendekatan yang mempertimbangkan
kepentingan terbaik untuk anak.

Perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan
psikologis Anak Korban seperti: (1) Toleransi afek
yang memadai, (2) Keadaan kehidupan yang aman,
(3) Kesediaan untuk menerima keadaan tak nyaman
untuk sementara, (4) Kekuatan ego yang memadai,
(5) Dukungan sosial atau resource lain, (6) Ker-
jasama yang baik sesuai pengalaman, (7) Kejelasan
tentang bentuk trauma yang dialami (Eckers, 2007).
Psikolog Forensik dapat merancang rencana inter-
vensi individual untuk Anak Korban sesuai kebutu-
han unik masing- masing Anak Korban.

Intervensi Kelompok

Perlu pula dipertimbangkan program-program in-
tervensi dengan kelompok-kelompok yang efisien,
misalnya dengan keluarga, bersama teman- teman
yang signifikan, atau dalam kelompok bersama
Anak Korban lain bila Anak Korban lebih dari satu.
Pada beberapa korban akan merasa lebih nyaman
dalam intervensi kelompok (Dussich, 2013). Dapat
pula memanfaatkan kelompok-kelompok yang su-
dah pernah ada misalnya kelompok yang ada di
sekolah, di Rumah Sakit atau lainnya. Keuntungan
memanfaatkan sinergi dari sistem kelompok yang
ada sering dapat memfasilitasi pemulihan dibanding
secara individual. Untuk semua kerja kelompok
perlu dipikirkan siapa yang dapat menjadi fasili-
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tator dan koordinator yang tentunya harus orang
yang terlatih. Psikolog Forensik dapat menerapkan
teknik-teknik intervensi kelompok dalam bentuk
terapi psikologis, dan Ilmuwan Psikologi dapat
mendesain bentuk-bentuk aktivitas kelompok un-
tuk memfasilitasi kebutuhan psikososial Anak Kor-
ban.

. Memberikan layanan psikologis bagi Keluarga Anak
Korban

Keluarga, terutama orangtua Anak Korban, pada
umumnya juga mengalami ketidaknyamanan
psikologis, shock, krisis sampai dengan kemungkinan
terjadinya trauma sekunder. Oleh karena itu kelu-
arga terutama orangtua juga perlu mendapatkan
perhatian untuk mendapatkan intervensi mu-
lai dari asesmen, edukasi, sampai ke intervensi
dan pemulihan sesuai dengan kebutuhan psikolo-
gis keluarga. Psikolog Forensik dapat melaksana-
kan psikoterapi sekaligus menginisiasi dampingan
psikososial bersama IlImuwan Psikologi.

Pemulihan

Begitu keselamatan terjamin, pemulihan korban
adalah tujuan utama, yaitu kembali ke normal dan
kepercayaan diri yang didefinisikan sebagai kem-
balinya ke tingkat yang sama atau lebih baik dari
hal keberfungsiannya sebelum viktimisasi, atau se-
cara signifikan memiliki gejala yang lebih sedikit,
dan meningkatkan harga diri. Tingkat normal di-
ukur dengan mengikuti karakteristik: adanya ke-
percayaan, kembali menjalin hubungan dengan
lingkungan sosialnya termasuk menjalin kedekatan
atau keintiman dengan orang lain, kembali pada
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kemandirian dan inisiatif yang pernah dimiliki,
memiliki kompetensi mengatasi gejala jika muncul,
serta punya pengetahuan dan bekal untuk menang-
kal ancaman potensial (misalnya jika terjadi situasi
potensial viktimisasi seperti yang pernah di alami).
Kepercayaan diri diukur dengan: adanya citra diri
yang positif, dengan emosi yang adaptif, bisa mera-
sakan kembali kebahagiaan/kesejahteraan psikologis.

Penyediaan informasi

Informasi merupakan kebutuhan utama yang
sering diabaikan. Anak Korban perlu mendapat-
kan informasi tentang apa yang terjadi pada mere-
ka, apa yang mungkin akan terjadi, peran apa yang
kemungkinan besar harus dijalani seperti menjadi
Saksi Korban dan bagaimana menghadapinya, ser-
ta bagaimana Anak Korban itu dapat mencapai pe-
mulihan, siapa saja yang akan terlibat dalam pen-
dampingan dan proses intervensi psikologis serta
pemulihannya tersebut. Hak mendapatkan infor-
masi ini idealnya termasuk informasi pada saat
pelaku akan dibebaskan dari hukumannya, agar
Anak Korban dapat menyiapkan psikologisnya
untuk menghadapi kenyataan bebasnya pelaku.

Hasil Ideal dari advokasi kasus adalah adanya pro-
gram integratif sebagai tools yang bisa digunakan
untuk membawa Anak Korban kembali pada di-
rinya, mendapatkan keadilan dan pemulihan leng-
kap, dapat menjadi Anak Saksi yang lebih koop-
eratif dan mampu memberikan kesaksian secara
maksimal, kecil kemungkinan atau terjadinya revik-
timisasi, risiko minimal pada gangguan perkem-
bangannya kini dan masa depannya.
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Bab III
Tinjauan Mengenai

Psikologi Hukum

ah dan kefilsafatan, istilah psikologi pun diperoleh
dari Yunani. Yang secara etimologis, terdiri dari
kata psyche yang berarti ”jiwa”, dan logos yang berarti
“ilmu”. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa.*

Sebagaimana halnya dipaparkan istilah-istilah ilmi-

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia psikolo-
gi berarti ilmu pengetahuanyang menyelidiki gejala-
gejala jiwa, sedangkan psikologis berarti kejiwaan. Un-
tuk lebih mengetahui mengenai pengertian psikologi
berikut adalah berbagai pendapat para ahli mengenai
pengertian psikologi yakni:

a. Ernest Higert dalam bukunya Introduction to Psy-
chology: “Psychology may be defined is the science
that studies the behavior of man and other animal”
(Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah
laku tingkah laku manusia dan hewan lainnya).

b. Geoge A. Miller dalam bukunya Psychology and-

47 Sobur, Alex. 2003. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia.
Hlm. 32.
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Communication: “Psychology is the science that attamp
to discribe, predict, and control mental and behav-
ior events”(Psikologi adalah ilmu yang mencoba
menjelaskan,memprediksi, dan mengontrol men-
tal dan tingkah laku);

c. Clifford T. Morgan dalam bukunya Introduction to
Psychology: " Psychology is the science of human and
animal behavior” (Psikologi adalah ilmu yang mem-
pelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan);

d. Robert S. Woodworth dan Marquis DG dalam
bukunya Psychology: ”Psychology is the scientific
studies of indiviual activities relation to the inveron-
ment” (Psikologi adalah yang mempelajari tentang
aktifitas dan tingkah laku individu dalam hubun-
gan dengan alam sekitarnya).

Mengenai pengertian psikologi, Yusti Probowati
R. juga berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu yang
mempelajari jiwa/psikis manusia, sehingga dalam se-
tiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha un-
tuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Tak terkecuali
dalam permasalahan hukum. Di indonesia psikologi
kemudian membagi bidangnya menjadi enam yaitu:
psikologi klinis, perkembangan, psikologi umum dan
eksperimen, psikologi sosial, psikologi pendidikan,
psikologi industri dan organisasi.*

Dari wuraian mengenai beberapa pengertian
psikologi menurut para ahli di atas maka penulis da-
pat menyimpulkan bahwa istilah psikologi adalah ilmu
yang berusaha mempelajari, menguraikan, meramal-
kan dan mengendalikan tingkah laku manusia dalam

48 Rahayu, Yusti Probowati. 2008. Peran Psikologi Dalam Investigasi
Kasus Tindak Pidana. Jakarta. Hlm. 26.
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hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Setelah
mengetahui pengertian mengenai istilah psikologi se-
lanjutnya penulis akan melanjutkan dengan penger-
tian psikologi hukum. Namun sebelumnya akan lebih
baik jika terlebih dahulu menjelaskan sedikit mengenai
pengertian hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusomo jika berbicara
mengenai hukum pada umumnya yang dimaksudkan
adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan
atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama, keselu-
ruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku
dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksa-
kan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dapat dika-
takan bahwa umum nya setiap sarjana hukum melihat
hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan. Hukum
mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-
ikatan prinsip individu dan masyarakat dan antara
individu itu sendiri. Dari uraian diatas dapat menarik
kesimpulan bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan
peraturan atau kaedah baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis dalam kehidupan bersama yang dapat di-
paksakan pelaksanaannya dengan sebuah sanksi.*

Psikologi Hukum merupakan bidang yang baru
lahir di sekitar tahun 1960-an sebagai salah satu kajian
empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya se-
bagai “behavior” atau”perilaku” manusia dalam bidang
hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilaku-
nya itu “benar” atau “salah” menurut standar hukum,
maka di lain pihak, psikologi hukum ingin mengklarifi-
kasi perilaku manusia itu dalam klasidikasinya sendiri.
Seperti klarifikasi antara perilaku individu dan perilaku

49 Mertokusumo. 1991. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogya-
karta: Liberty. Hlm. 38.
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kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnor-
mal, dan sejumlah Kklasifikasi khas psikologi hukum
lainnya.”

Apakah yang dimaksud dengan legal psychology
atau yang di indonesia diterjemahkan sebagai psikolo-
gi hukum atau sama dengan pengertian hukum dan
definisi hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan
hukumnya, yang sulit untuk di definisikan sebagai
suatu definisi saja, maka demikian juga kajian psikologi
hukum, terdapat banyak definisi dari berbagai pakar.
Demikian juga ruang lingkup kajiannya terdapat ban-
yak pendapat. Setiap pakar psikologi hukum, membuat
ruang lingkup materi kajian psikologi hukum sendiri.

Berikut kutipan dari Encyclopedia of psychology of
Psychology & law, Volume 1,(2008 xxxiii-xxxiv). Yang
dikutip dalam buku ajar mata kuliah psikologi hukum
oleh Achmad Ali.”!

Psikologi dan hukum adalah suatu bidang ilmu
yang relatif mudah.Secara konseptual memiliki cakupan
luas, bidang ini mencakup pendekatan-pendekatan
yang berbeda-beda terhadap psikologi. Setiap subdivisi
dari psikologi umum, telah mendukung penelitian ten-
tang berbagai isu hukum, mencakupi masalah-masalah
yang bersifat:

a. Kognitif (contohnya: kesaksian saksi mata),
b. Pengembangan (contohnya: kesaksian anak-anak),
c. Sosial (contohnya: perilaku dewan juri),

50 Ali, Achmad. 2009. Buku Ajar Psikologi Hukum. Makassar. Hlm.
2.

51 Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori
Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interperpretasi Undang-Un-
dang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hlm. 3-4.
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d Klinis (contohnya: penilaian tentang kompetensi
seseorang)

e. Biologi (contohnya: polygraph), dan

f. Psikologi pengorganisasian industrial (contohnya:
godaanseksual dalam tempat kerja).

Para ilmuwan dari universitas, institusi peneli-
tian, dan berbagai lembaga pemerintah dalam be-
berapa benua, padahakikatnya telah turut mendorong
pertumbuhan pengetahuan empiris tentang isu-isu
psikologi hukum. Meskipun usianya masih muda, teta-
pi psikologi hukum telah menunjukkan tanda-tanda
kedewasaanya. Psikologi dan hukum adalah merupa-
kan suatu ilmu praktis, psikologi klinis yang diprak-
tikkan di ajang forensik, menyediakan pengkajian dan
layanan penanganan dalam berbagai macam kasus pi-
dana serta berbagai macam kasus perdata serta dalam
penegakan hukum.

Psikologi socsal menerapkan pengetahuan psikolo-
gi dan hukum mereka dalam professi mereka sebagai
konsultan persidangan pengadilan, membantu pe-
nuntut umum dalam rekrutmen penyeleksian dewan
juri dan persiapan persidangan/pengadilan. Psikologi
klinis dan eksperimental bertindak sebagai ”expertise”
di dalam kasus pidana maupun kasus perdata.

Proses peradilan pidana membutuhkan informasi
dari saksi, korban dan tersangka, karena baik polisi, jak-
sa maupu hakim tidak melihat sendiri kejadian perkara.
Tetapi polisi, jaksa dan hakim harus membuat keputusan
berdasarkan informasi yang ada. Oleh karena itu peran
saksi menjadi penting. Dalam konsep psikologi, memo-
ri saksi sangat rentan, karena banyak faktor yang me-
nyebabkan informasi menjadi kurang akurat.
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Dibutuhkan teknik psikologi untuk mengurangi
bias informasi yang terjadi. Dua teknik yang biasa diguna-
kan adalah hipnosis dan wawancara kognitif. Untuk da-
pat melakukan kedua teknik ini dibutuhkan keterampilan,
disinilah psikologi forensik diperlukan untuk memberi-
kan pelatihan ketrampilan tersebut. Teknik ini terutama
diperlukan saat penggalian kesaksian awal (di Kepoli-
sian), karena pada saat itulah Berita Acara Pemeriksaan
disusun. Hal yang membuat sulit adalah polisi selama
ini sudah terbiasa melakukan interograsi dengan per-
tanyaan-pertanyaan yang menuntun dan menekan.

Dengan melihat uraian diatas sangat ditekan-
kan bahwa untuk melakukan asesmen terhadap kasus
diperlukan ilmu dari psikologi, disini merupakan ranah
yang seharusnya ditempatkan profesi psikolog forensik
baik sebagai pengajar untuk mengajari penyidik, atau
berperan lansung dalam proses penyidikan. Akan teta-
pi, minimnya polisi yang berlatar belakang psikologi
dan kurangnya perhatian dari aparat penegak hukum
menjadikan banyak proses penyidikan kasus-kasus diseki-
tar kita terkesan menyimpang dan tidak sesuai dengan
jiwa keadilan.
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Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Tindak Pidana Perkosaan yang
Dilaksanakan oleh Penegak Hukum di

Kabupaten Tegal

anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai

suatu indikator buruknya kualitas perlindungan
anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk
hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-
orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya
kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai
sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat.
Perlindungan anak ialah “suatu usaha yang mengada-
kan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan
hak dan kewajibannya”.>

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap

Masalah perlindungan terhadap anak di bawah
umur yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan
seksual bukan persoalan yang mudah untuk kita prak-
tikkan dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari.

52 Gosita, Arif. 2009. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Universitas
Trisakti. Hlm. 312.
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Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan
yang ringan sampai yang berat sudah tentu akan menim-
bulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami
penderitaan, baik yang bersifat materil maupun imateri-
il khususnya dalam kasus pencabulan atau kekerasan
seksual terhadap anak di bawah umur yang dimana se-
orang anak tidak semestinya mendapatkan perlakuan
yang salah tersebut, dikarenakan setiap anak memiliki
hak yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal
4 s/d 18 yang meliputi:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai den-
gan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat-
kan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskrimi-
nasi;

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak ber-
hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan;

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak
berhak untuk beribadah menurut agamanya, bepikir
dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
usianya, dalam bimbingan orang tua;

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-

hun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak ber-
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hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal tersebut dimak-
sudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan
silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam kead-
aan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar
atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang
anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan yang belaku;

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak
berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan
jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,
spritual dan sosial;

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak: Setiap anak berhak untuk
mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak ber-
hak menyatakan dan didengar pendapatnya, meneri-
ma, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan
dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepa-
tutan;

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak ber-
hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi,
sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya
dalam pengembangan dirinya;
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Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak yang
menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabili-
tasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan
sosial;

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan
dari perlakuan:

1) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-
kan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, et-
nik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan
kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental
anak;

2) Ekspoitasi dengan cara ekonomi atau seksual,
misalnya tindakan memperalat, memanfaatkan
ataupun memeras anak untuk memperoleh keun-
tungan pribadi, keluarga, atau kelompok;

3) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan
dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, mera-
wat atau mengurus anak sebagaimana mestinya;

4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, misalnya
tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai
bukan hanya fisik, akan teapi mental dan sosial,
tidak menaruh belas kasihan kepada anak;

5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan
antara anak yang satu dan yang lainnya atau kese-
wenang-wenangan terhadap anak;

6) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan
pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya.
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Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak
berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri terkecuali
apabila ada suatu alasan dan atau aturan hukum yang
sah untuk memisahkan anak dari orang tuanya sendi-
ri, pemisahan tersebut bukan untuk menghilangkan
hubungan anak dengan orang tuanya akan tetapi demi
kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan
dari:
1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung un-
sur kekerasan;
5) Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan
dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau pen-
jatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

2. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai
dengan hukum;

3. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana pen-
jara yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai
dengan hukum yang berlaku, dan hanya dilaku-
kan sebagai upaya terakhir;
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Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak:

1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya
secara efisien dalam setiap tahapan upaya hukum
yang berlaku;

3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan
pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak
dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak yang
menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak men-
dapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak:

a. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati
orang lain;

b. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai kelu-
arga, masyarakat dan menyayangi teman;

c. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah
air, bangsa dan Negara;

d. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan iba-
dah sesuai dengan ajaran agamanya;

e. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan
etika dan akhlak yang mulia.
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Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban
anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana
hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam
usaha pelindungan terhadap anak, karena anak yang
dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mu-
dah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan
yang salah dari orang dewasa, mereka belum menger-
ti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh
orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam
suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan
dari suatu tindak pidana yang khususnya perkosaan
mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus
dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubun-
gan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang
dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai
berikut:

a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan
kriminal adalah:

1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama
kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya);

2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan
(melapor, nasihat hukum, dan pembelaan);

3) Mendapat kembali hak miliknya;

4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;

5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan memba-
hayakan dirinya;

6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak
pembuat korban bila melapor atau menjadi sak-
si;

7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompen-
sasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau
pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan

kesejahteraan yang bersangkutan;
77



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

8)

9)

Menolak ganti kerugian demi kepentingan ber-
sama.
Menggunakan upaya hukum (rechtsmiddelen).

b. Kewajiban-kewajiban korban adalah:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

Tidak sendiri membuat korban dengan mengada-
kan pembalasan (main hakim sendiri);
Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah
pembuatan korban lebih banyak lagi;

Mencegah kehancuran si pembuat korban baik
oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;

Ikut serta membina pembuat korban;

Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk
tidak menjadi korban lagi;

Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai
dengan kemampuan pembuat korban;

Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri
sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirin-
ya53_

Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil

yang dengan hanya membalikkan telapak tangan saja,
akan tetapi anak ialah sebagai generasi penerus bangsa
dan negara. Usaha perlindungan terhadap anak yang
menjadi korban pencabulan telah diupayakan sede-
mikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban
sampai pada pembinaan mental korban akibat peristi-
wa perkosaan yang dialami oleh korban. Faktor-faktor
yang mendukung pelayanan terhadap anak korban ke-
jahatan menurut Arif Gosita ialah sebagai berikut:

53  Ibid.
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a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil

terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan
anak;

Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung
pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban ke-
jahatan;

Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksan-
akan pelayanan terhadap anak korban kejahatan. >

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Un-

dang-undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal
perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi:

a.

Melindungi anak dalam hal kesopanan yang ter-
dapat dalam Pasal 283 KUHP yang pada dasarnya
melarang orang untuk menawarkan, menyewakan
untuk selamanya atau sementara, menyampaikan
di tangan atau mempertunjukan sesuatu tulisan,
gambar, barang yang menyinggung kesopanan ke-
pada anak. Misalnya gambar porno, tulisan porno
atau alat-alat kontrasepsi.

Disamping itu tidak boleh memperdengarkan isi
surat yang melanggar kesopanan atau mempertun-
jukkan surat-surat yang isinya tidak sopan kepada
anak;

Melarang orang melakukan persetubuhan dengan
orang yang belum dewasa yang terkandung dalam
Pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang
orang bersetubuh dengan perempuan yang belum
genap berusia lima belas tahun meskipun persetu-
buhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama
suka diantara mereka;

54

Gosita. 1993. Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan).
Cet. 3. Jakarta: Akademika Pressindo. Hlm. 241.
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C.

Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang
terkandung dalam Pasal 290 KUHP yang pada
dasarnya melarang seseorang melakukan atau
membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang
belum dewasa (belum genap berusia lima belas ta-
hun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki mau-
pun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau
tidak berdaya;

Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan
anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak ang-
kat atau orang yang belum dewasa atau anak yang
berada di bawah pengawasannya, demikian juga
perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus,
dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di
penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan
yang strategis di pemerintahan atau instansi yang
terkandung dalam Pasal 294 KUHP;

Melarang orang memperdagangkan anak laki-laki
atau wanita yang belum dewasa yang bertujuan
untuk dilakukan perbuatan cabul yang terkandung
dalam Pasal 297 KUHP.

Usaha perlindungan terhadap anak dari per-

buatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peru-
bahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ten-
tang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu
sebagai berikut:

a.

80

Melarang orang melakukan pebuatan persetubuhan
dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman
kekerasan yang terkadung di dalam Pasal 81 Ayat
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Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan
dengan anak dengan cara apapun misalnya, mem-
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bujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi
anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam
Pasal 81 Ayat (2).

c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan
anak dengan cara apapun misalnya dengan cara
kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu
dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat di-
lakukan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82;

d. Melarang orang memperdagangkan anak atau
mengekspoiltasi anak agar dapat menguntungkan
dirinya sendirinya atau orang lain diatur dalam
Pasal 88.

Bentuk perlindungan terhadap anak di atas meru-
pakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh
KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak ke-
pada anak, agar anak tidak menjadi korban dari sua-
tu tindak pidana akan tetapi apabila anak telah men-
jadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan
menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 Ayat (2) yang
pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang di-
berikan pemerintah dalam melindung anak yang men-
jadi korban tindak pidana yang meliputi:

a. Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu
lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut
dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik,
dan lain sebagainya setelah mengalami trauma
yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pi-
dana yang dialaminya;

b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari
publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas
anak yang menjadi korban ataupun keluarga kor-

81



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

ban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan
untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak
tercemar;

c. Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada
saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik,
mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak
tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya
berjalan dengan efisien;

d. Pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan infor-
masi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini
diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengeta-
hui mengenai perkembangan proses perkaranya.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara
terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya
kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah
satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dike-
mudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak
hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama
dengan perlindungan terhadap orang-orang yang
berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai
kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality be-
fore the law).

Negara bersama-sama dengan segenap masyarakat
saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan
yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk
kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-
orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaat-
kan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak
sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan
kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras
di masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan Pada Pasal 20 Undang-Undang No-
mor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Un-
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dang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
yang menyebutkan pada dasarnya yang berkewajiban
dan bertanggung-jawab terhadap perlindungan anak
adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan
orang tua. Adanya kewajiban dan tanggung jawab ne-
gara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dikemu-
kakan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab se-
bagai berikut:

(Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak): Menghormati
dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membeda-
kan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya, dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak,
dan kondisi fisik dan/atau mental;

(Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak): Memberikan
dukungan sarana dan prasarana dalam penyelengga-
raan perlindungan anak;

(Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak):Menjamin per-
lindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau
orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terha-
dap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan
anak;

(Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-

hun 2002 tentang Perlindungan Anak)
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Menjamin anak untuk mempergunakan haknya
dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia
dan tingkat kecerdasan anak;

(Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak): Kewajiban dan
tanggung-jawab masyarakat terhadap perlindungan
anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat
dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

(Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak)

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab

untuk:

1) Mengasuh memelihara mendidik, dan melindungi
anak;

2) Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan
bakat, dan minatnya, dan

3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia
anak-anak.

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui
keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidakdapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung-jawabnya,
maka kewajiban dan tanggung-jawab sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) dapat beralih kepada ke-
luarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari rincian mengenai tanggungjawab dan ke-

wajiban tersebut ialah suatu bentuk perlindungan

yang harus diberikan kepada anak guna melind-

ungi anak-anak dari hal-hal yang tidak layak bagi

hidupnya ataupun yang dapat merampas hak-hak
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anak dikarenakan anak secara jasmani dan rohani
sekaligus sosial belum memiliki kemampuan un-
tuk berdiri sendiri, oleh karena itu merupakan ke-
wajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin,
memelihara, dan mengamankan kepentingan anak.
Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentin-
gan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak
yang mengasuhnya yaitu keluarga, tidak hanya ke-
luarga anak tersebut akan tetapi masyarakat dan
pemerintah juga berperan aktif dalam hal ini.

Tinjauan Terhadap Undang-Undang yang Mengatur
tentang Perlindungan Hukum pada Anak Sebagai Saksi
Beberapa peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai perlindungan anak sebagai
saksi diatur sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hu-
kum Acara Pidana
Pasal 1 angka (26) dikatakan bahwa “Saksi adalah
orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepenttingan penyidikan, penuntutan dan per-
adilan tentang uatu perkaa pidana yang ia dengar
sendiri, dan ia alami sendiri.” Dalam Pasal 1 angka
(27) KUHAPdikatakan bahwa keterangan saksi ada-
lah suatu alat bukti dalam peradilan pidana.

Perlindungan saksi dalam KUHAP hanya men-

cakup perlindungan hak-hak saksi dalam proses si-

dang peradilan. Hal ini dilihat dalam pasal sebagai

berikut:

a) Pasal 117 KUHAP Saksi tidak boleh dalam keadaan
tertekan atau ditekan.

b) Pasal 166 KUHAP Menyatakan bahwa pertanyaan
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yang diajukan oleh penuntut umum dan pe-
nasehat hukum kepada terdakwa maupun saksi
tidak boleh besifat menjerat;

c) Pasal 177 KUHAP Saksi berhak mendapat pener-
jemah;

d) Pasal 229 KUHAP Saksi memiliki hak untuk
mendapatkan penggantian biaya yang dikeluar-
kan guna ia datang ke persidangan.

2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 34 di-
katakan bahwa:

(1) Setiap koban dan saksi dalam pelanggaran hak
asasi manusia yang berat berhak atas pelindungan
fiikk dan mental dari ancaman, gangguan, teror,
dan kekerasan dari pihak manapun;

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hu-
kum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan ter-
hadap koban dan saksi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 35 KUHAP dinyatakan bahwa:

(1) Setiap koban dan saksi dalam pelanggaan hak asasi
manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat
memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;

(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar
putusan Pengadilan HAM;

(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan
rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tin-
dak Pidana Perdagangan Orang

Pada Pasal 38 menyatakan bahwa: “Penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan
dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik
bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian
dinas.”

Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
disebutkan

(1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk
memeriksa saksi dan/atau korban anak dilaku-
kan dalam sidang tertutup;

(2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) saksi dan/atau koban anak wajib
didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, ad-
vokat, atau pendamping lainnya;

(3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
laksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menya-

takan bahwa:

(1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban
anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan
di luar sidang pengadilan dengan perekaman;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan di hadapan pejabat yang ber-
wenang.
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5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sis-
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tem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 5 UU SPPA : ” Anak yang menjadi sak-
si tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan be-
las) tahun yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang didengar, dili-
hat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Pada Pasal 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilak-

sanakan berdasarkan asas:

a) perlindungan;

b) nondiskriminasi;

c) kepentingan terbaik bagi anak;

d) penghargaan terhadap pendapat anak;

e) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

f) pembinaan dan pembimbingan anak;

g) proporsional; dan

h) perampasan kemerdekaan merupakan upaya
terakhir

Pada Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa: “Dalam se-
tiap tingkat pemeiksaan, Anak Koban atau Anak
Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau
orang yan dipercaya oleh Anak Korban dan/atau
Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”

Dalam Pasal 90 ayat (1) bahwa Anak Saksi berhak

atas:

a) upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,
baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b) jaminan keselamatan, baik fisik, mental, mau-
pun sosial; dan;
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c¢) kemudahan dalam mendapatkan infomasi men-
genai pekembangan perkara.

Pasal 91 ayat (3) menjelaskan bahwa Anak Saksi ber-
hak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi so-
sial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instan-
si yang menangani perlindungan anak. Pada ayat (4)
dikatakan pula bahwa Anak Saksi yang memerlu-
kan perlindungan dapat memperoleh perlindungan
dari lembaga yang menangani perlindungan saksi
dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan
memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau kor-
ban dalam memberikan keterangan pada setiap per-
adilan pidana. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa Saksi
dan Korban berhak:

a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,
keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari
ancaman yang berkenaan dengan kesaksian
yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentu-
kan bentuk perlindungan dan dukungan kea-
manan;

c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d) Mendapat penerjemah;

e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f) Mendapat informasi mengenai perkembangan
kasus;
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7)

90

g) Mendapatkan informasi mengenai putusan
pengadilan;

h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibe-
baskan;

i) Dirahasiakan identitasnya;

j) Mendapat identitas baru;

k) Mendapat tempat kediaman sementara;

1) Mendapat tempat kediaman baru;

m) Memperoleh penggantian biaya transportasi
sesuai dengan kebutuhan;

n) Mendapat nasihat hukum;

0) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara
sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/
atau;

p) Mendapat pendampingan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak

Anak dalam rumusan undang-undang ini yang
tercantum dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, ter-
masuk anak yang masih dalam kandungan. Dan
dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: “per-
lindungan anak adalah segala upaya kegiatan untuk
menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembbang. Dan ber-
partiipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
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Anak dikatakan: “Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan ber-
tanggung jawab untuk memberikan Perlindungan
Khusus kepada Anak.”

Pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi Anak

yang berhadapan dengan hukum dilakukan mela-
lui:

a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperha-
tikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b) Pemisahan dari orang dewasa;

¢) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain se-
cara efektif;

d) Pemberlakuan kegiatan rekresional;

e) Pembebasan dan penyiksaan, penghukuman,
atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusia-
wi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

f) Penghindaran dai penjatuhan pidana mati dan/
atau pidana seumur hidup;

g) Penghindaan dari penangkapam, penahanan
atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan
dalam waktu yang paling singkat;

h) Pemberian keadilan di muka pengdilan Anak
yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang
yang tetutup untuk umum;

i) Penghindaan dai publikasi atas identitasnya;

j) Pemberian pendampingan Oang Tua/Wali dan
orang yang dipercaya oleh Anak;

k) Pemberian advokasi sosial;

1) Pemberian kehidupan pibadji;

m) Pembeian aksesibilitas, terutama bagi Anak Pen-
yandang Disabilitas;
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n) Pemberian pendidikan;

0) Pemberian pelayanan kesehatan; dan

p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan
peratuan perundang-undangan.

Hukum pada Hakikatnya adalah dibentuk un-
tuk mengatur hidup manusia dan mempermudah serta
melindungi hidup manusia, sehingga hukum tumbuh
dan berkembang seiring dengan perkembangan manu-
sia atau dalam bahasa asing dapat juga disebut ubi so-
cietas ubi ius (dimana ada manusia disitu ada hukum).
Arti hukum positif yang dianut oleh sebagian besar
negara, termasuk Indonesia, nampaknya tidak lagi da-
pat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan ma-
nusia yang lebih kompleks. Hukum positif dalam arti
hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku
saat ini dan dibuat secara prosedur formal oleh lemba-
ga negara sudah tidak mampu menjangkau fenomena
di dunia nyata.
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Bentuk dan Pelaksanaan Perlindungan

Hukum Terhadap Korban Tindak
Pidana Perkosaan

Perlindungan Terhadap Korban menurut Barda

Nawawi dapat dilihat dari dua makna yaitu:*

1)

2)

Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban
tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak asasi
manusia (HAM) atau kepentingan hukum sese-
orang);

Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau
santunan hukum atas penderitaan /kerugian orang
yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi
identik dengan penyantunan korban). Bentuk san-
tunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (re-
habilitasi) pemulihan keseimbangan batin (antara
lain dengan permaafan), pemberian ganti rugi
(restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan
kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

55

Arief, Barda Nawawi. 1996. Kebijakan Legislatif Dengan Pidana
Penjara. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. HIm. 34.
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Korban sebagai pihak yang dirugikan karena ter-
jadinya tindak pidana sangat penting untuk dilindungi,
sehingga sistem peradilan pidana perlu melakukan
langkah-langkah perlindungan yang konkret terha-
dap korban yaitu dengan menjamin atau memberikan
hak-hak kepada korban agar korban dapat membantu
dalam pengungkapan perkaranya.

Dari hasil penelitian di PPT Kabupaten Tegal,
dapat diketahui bahwa kedudukan korban perkosaan
baik anak maupun dewasa dapat menjadikan suatu hal
yang khusus dalam memberikan upaya perlindungan
hukum. Upaya perlindungan hukum yang diberikan PPT
Kabupaten Tegal sendiri adalah upaya pendampingan se-
cara intensif dimana korban didampingi dalam proses
pemeriksaan baik sejak di Kepolisian hingga pengadilan.

Pendamping merupakan mereka yang terlibat dalam
proses pengadaan layanan. Dengan pendampingan
diharapkan korban akan memperoleh tempat untuk
menumpahkan perasaan, kecemasan, kebingungan,
kekhawatiran dan ketakutannya. Selain itu, korban
juga dapat memperoleh perlindungan sampai korban
tersebut mampu mengambil keputusan sendiri dengan
tindakan apa yang merupakan solusi terbaik untuk me-
nyelesaikan persoalannya.

PPT di kabupaten tegal beranggapan bahwa sese-
orang yang mengalami kekerasan seksual biasanya juga
secara bersamaan mengalami kekerasan fisik dan tentu
akan meninggalkan trauma psikologis. Trauma akibat
kekerasan biasanya diawali dengan gejala baik secara
fisik maupun psikologis. Trauma secara fisik lebih mu-
dah dilihat dan segera dapat penanganan secara me-
dis. Berbeda dengan trauma psikologis yang lebih sulit
untuk diketahui sehingga berdampak pada luka batin
yang bisa juga membekas seumur hidupnya.
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Berbagai bentuk pendampingan atau layanan
yang dapat dilakukan oleh PPT Kabupaten Tegal untuk
membantu korban perkosaan antara lain:

a. Layanan Medis

Korban perkosaan dimana terdapat adanya unsur
kekerasan di dalamnya perlu mendapatkan layanan
medis berupa pemeriksaan medis, yang dilakukan
berkenaan dengan tubuh korban baik secara fisik
maupun seksual sesuai dengan jenis kekerasan yang
dialami, dan dapat juga gabungan dari keduanya.
Pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter umum, dok-
ter ahli kandungan, atau dokter ahli forensik. PPT
di Kabupaten Tegal tergabung dalam menjalan-
kan tugasnya bekerjasama dengan Rumah Sakit Dr.
Soeselo Slawi. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah
untuk mendapatkan gambaran tentang tanda-tanda
kekerasan, tanda-tanda persetubuhan, tanda-tanda
kedewasaan, pemeriksaan laboratorium dan untuk
identifikasi pelaku.

Surat keterangan VeR yang menyatakan tentang
kondisi fisik korban, tanda-tanda setelah terjadi
persetubuhan dapat diberikan oleh dokter. Surat
keterangan ini akan sangat penting dalam proses
pembuktian di pengadilan. Dokter tidak dibenar-
kan memberikan kesimpulan bahwa kondisi korban
demikian akibat hasil perkosaan, karena harus ada
pembuktian di pengadilan.

Korban berhak mendapatkan informasi mengenai
prinsip dan tujuan pemeriksaan. Korban atau kelu-
arganya menandatangani lembar persetujuan me-
dis, namun untuk korban yang telah berusia lebih
dari 21 tahun dan tidak ada indikasi gangguan jiwa,
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maka harus menandatangai sendiri lembar persetu-
juan tersebut. Secara umum, untuk memeriksakan
diri dan mendapatkan surat keterangan dari dokter
harus mendapatkan surat keterangan terlebih dahu-
lu dari kepolisian, akibatnya tidak jarang pemerik-
saan yang dilakukan juga menjadi tertunda, sehing-
ga tanda-tanda kekerasan sudah mulai hilang. *

b. Layanan Psikologis

Korban perkosaan perlu mendapatkan bantuan
penguatan psikologis untuk menghilangkan trau-
ma. Tidak jarang diantaranya yang perlu menda-
patkan bantuan untuk mengobati kondisi kejiwan-
nya dalam jangka waktu yang relatif panjang.
PPT melakukan pendampingan psikologis ringan,
biasanya dilakukan pada kasus baru (update) sam-
pai korban bisa berpikir jernih, bertindak tenang
dalam melanjutkan penanganan kasus. Sementara
ketika korban mengalami guncangan psikologis be-
rat, maka korban dirujuk ke psikolog atau psikiater
sambil terus dipantau perkembangannya. Keterli-
batan ahli psikologi dan psikiater sangatlah penting
dalam pemberian layanan bagi korban perkosaan.
Terutama dalam memberikan keterangan berupa
catatan hasil pemeriksaan psikologis, maupun
keterangan tersebut digunakan sebagai alat bukti
dipersidangan dengan mengeluarkan Visum et Rep-
ertum.

Pendampingan Hukum
Korban perkosaan seringkali merasa takut dan kha-
watir untuk menyelesaikan kasusnya secara hukum.

56
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Hal ini memang dapat dimaklumi, sebab hukum di
Indonesia masih kurang memberikan perlindungan
bagi korban maupun bagi para saksi yang memberi-
kan kesaksian dikepolisian maupun pengadilan.
Pengalaman PPT membuktikan ada diantaranya
yang melaporkan kasusnya atau memberi kesaksian
tetapi justru mendapatkan ancaman kekerasan atau
kekerasan yang lebih besar lagi dari pelaku.

Proses pendampingan kasus yang dilakukan oleh

PPT melalui jalur hukum dilakukan dengan cara :

1) Investigasi kasus (menggali masalah, membantu
mengumpulkan alat-alat bukti baik bukti-bukti
tertulis, saksi-saksi dan kesaksiannya, serta buk-
ti-bukti lain);

2) Pendampingan korban ketika melaporkan kasus
ke kepolisian;

3) Pendampingan korban maupun saksi-saksi lain
ketika diminta keterangan dalam proses pem-
buatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

4) Memonitor proses di Kejaksaan, berkoordinasi
dengan Jaksa Penuntut Umum tentang sejauh
mana kasus sudah ditangani, Pasal dan peraturan
mana saja yang didakwakan kepada pelaku; dan

5) Pendampingan proses di pengadilan.

Di PPT sendiri, mempunyai prosedur-prosedur
dalam penanganan suatu kasus yang diterima. Un-
tuk lebih jelasnya, prosedur penanganan kasus akan
digambarkan melalui bagan berikut ini:
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]

PROSEDUR. PENANGANAN KASUS |

~ Datang | PENGADUAN ‘ OUTREACH/MEDIA MASSA |

- Telephon
DITERIMA MERESPON

SURAT PENGADUAN MEMPERKENALKAN DIRI
& LEMBAGA
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Bertemu lebih lanjut dengan korban /keluarga .|
korban, dan melengkapi data informasi kasus

Prosedur PenangananKasus (PPT)

Dapat dilihat dengan jelas bahwa korban dapat
mengadukan secara langsung apa yang dialaminya
baik dengan cara datang sendiri ke kantor PPT, tele-
pon, mengirim surat atau email, dapat rujukan ke
PPT dari lembaga lain dimana korban disini lebih
aktif untuk mendapatkan pendampingan. Setelah
pengaduan diterima, maka secara formal harus
membuat surat pengaduan yang surat tersebut di-
gunakan oleh PPT sebagai dasar dari konseling atau
pendampingan lebih lanjut. Selain itu, PPT juga da-
pat memperoleh informasi dari media massa atau
kabar-kabar di lapangan tentang korban kekerasan,
sehingga PPT sendiri merespon dan lebih aktif untuk
melakukan penanganan lebih lanjut dengan cara
memperkenalkan diri (personnya yang akan men-
jadi pendamping) dan perkenalan PPT itu sendiri
agar korban lebih mengenal dan mau dilakukan
pendampingan terhadap dirinya. Setelah tahap-
tahap dilalui, makaantara korban atau keluarga
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korban dan pendamping dari PPT sendiri bertemu
untuk melengkapi data informasi kasus.

Adapun tugas dari pendamping itu sediri adalah
mengidentifikasi dan investigasi kebutuhan korban.
Agar lebih jelas, dapat dilihat dalam gambar berikut
ini:

PENDAMPING
(Mengidentifikasi dan mvestigzsi kebutuhen korban)

PSIKOLOGI MEDIS HUEUM SHELTER
Mlendsmzarkan Penanganan Pengadilan Kspolisian- Balum ada
curhat korban; dan Perawatan Agams Pengadilan shaltar di Kab
Mlembardayakan Medis Nageri Tﬂﬁ:tunitm
{suppodt informasi tine: Ealm
deb; zman ik
Panvadsran gandar; semesntara
dam waktu
Menzeali datadan 1 1 l
analiza kebutuhan 1
korban Dimjuk ke }ﬁpir._m’ Blﬂapnda:cafm
2 22 oeas mendampingi ki —
1\-:: {asg.! pa(ca.a]:: zalzma pup‘asa;; Dirjuk p.a.d:a
= pemarikzzan sheltar milik
sampailanjut ka Prowvinsiatau
Pangadilan Parintah pusat

Fungsi Pendampingan (PPT)

Berdasarkan gambar diatas, pendamping korban
harus mengetahui benar apa yang dibutuhkan
oleh si korban, sehingga korban merasa ada yang
memperhatikan dan peduli dengan keadaannya
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dimana kemungkinan trauma dan depresi sangat
mengganggu kejiwaan korban. Hal ini sangat pent-
ing, karena pendamping adalah orang yang paling
dekat dengan korban dan dengan sendirinya akan
dianggap korban sebagai teman curahan isi hatinya,
sehingga korban mau bercerita apa yang dialami,
walaupun kendala waktu yang panjang agar korban
mengutarakan semua kekerasan yang dialaminya.

Adanya pendamping yang berfungsi sebagai
orang yang mengidentifikasi dan menginvesti-
gasi kebutuhan korban, sangat memudahkan bagi
pendamping untuk mengetahui kebutuhan korban.
Disebutkan di atas kebutuhan psikologi dengan
cara mendengarkan curhat korban, memberdaya-
kan informasi yang ada, penyadaran gender, kemu-
dian menggali dan menganalisa apa yang diucap-
kan oleh korban tersebut. Kebutuhan medis yaitu
penanganan dan perawatan medis, jika tidak dapat
melayani maka akan dirujuk ke lembaga medis.
Kebutuhan akan pengetahuan hukum, maka kor-
ban akan didampingi selama proses pemeriksaan.
Apabila masih dalam proses pemeriksaan di kepoli-
sian sampai pengadilan, maka korban didampingi
selama proses pemeriksaan tersebut. Seharusnya
korban di tampung dalam shelter (rumah aman)
yang berguna agar korban jauh dari keramaian agar
bisa menenangkan diri akibat suatu tindak pidana
perkosaan yang menimpanya namun di Kabupaten
Tegal sendiri belum tersedia.
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Mewujudkan Pola Perlindungan
Korban Tindak Pidana Perkosaan
yang Mampu Memenuhi Kebutuhan
Korban dalam Perspektif Psikologi
Hukum

omnas Perempuan telah mengidentifikasi 15
Kbentuk kekerasan seksual, salah satunya adalah

perkosaan. Semakin hari semakin marak media
memberitakan kasus korban perkosaan dengan berbagai
modus.Maraknya pemberitaan tersebut hanya menjadi
fenomena gunung es kasus perkosaan yang sesungguhnya
terjadi. Sayangnya media bisa mengungkap identitas
korban yang masih mengalami trauma psikologis, dengan
berbagai kemasan pemberitaan yang menyudutkan kor-
ban. Kondisi ini menandakan masih menguatnya stigma
terhadap korban perempuan dengan masih berkem-
bangnya mitos-mitos perkosaan di masyarakat serta
minimnya penjeraan hukuman bagi pelaku sehingga
terkesan kasus perkosaan terus menerus terjadi. Penegakan
hukumnya masih sangat normative berdasarkan KUHP
dengan mengkaitkan nilai moral masyarakat.
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Komnas Perempuan berhasil mencatat pada ku-
run waktu 2005 sampai dengan tahun 2015 bahwa kasus
perkosaan tertinggi diantara kasus kekerasan seksual
lainnya yakni sekitar 4.845 kasus dari 8.784 kasus yang
ada. Sedangkan pada catatan akhir tahun Komnas Per-
empuan tahun 2016 tercatat kasus perkosaan 56% dari
3.860 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah ko-
munitas. Hingga saat ini Komnas Perempuan berhasil
mengidentifikasi 15 bentuk kekerasan seksual dari hasil
pemantauan selama 15 tahun (Tahun 2005-2015), yaitu:

1. Perkosaan;

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau perco-
baan perkosaan;

3. Pelecehan seksual;

4. Eksploitasi seksual;

5. Perdagangan perempuan untuk Tujuan Seksual;

6. Prostitusi paksa;

7. Perbudakan seksual

8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung;

9. Pemaksaan kehamilan;

10. Pemaksaan aborsi;

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;

12. Penyiksaan seksual;

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa
seksual;

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahaya-
kan atau mendiskriminasi perempuan; dan

15. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskrimi-
natif beralasan moralitas dan agama.

Jelas praktik blaming the victim meniadakan fak-
ta-fakta kasus tersebut, seolah-olah menyetujui bahwa
ribuan kasusitu terjadi karena kesalahan korban. Dalam
tulisan ini, penulis akan memfokuskan pada korban
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kekerasan seksual berbentuk perkosaan. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa perko-
saan berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat dan perkasa.
Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan,
memaksa dengan kekerasan, menggagabhi.

Crisis Center, yang menyebutkan perkosaan ada-
lah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Ben-
tuk perkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi
segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibat-
kan alat kelamin. Oral seks, anal seks (sodomi), peru-
sakan alat kelamin perempuan dengan benda adalah
juga perkosaan. Perkosaan juga dapat terjadi dalam
sebuah pernikahan.” Sehingga tindakan kekerasan sek-
sual tersebut terjadi memang tidak ada persetujuan dari
korban karena sifatnya yang memaksa. KUHP Pasal 285
justru cakupan perkosaan terbatas pada persetubuhan
pada perempuan dewasa dengan kekerasan dan ancaman
kekerasan, dengan penjelasan bahwa persetubuhan itu
terjadi di luar ikatan suami istri yang dilakukan oleh la-
ki-laki terhadap perempuan. Persetubuhanpun terbatas
penetrasi alat kelamin laki-laki dan perempuan seh-
ingga bentuk-bentuk di luar itu serta yang terjadi pada
anak-anak masuk kategori tindak pidana pencabulan,
yang ancaman hukumannya lebih ringan sebagaimana
diatur oleh Pasal 294 KUHP.

Selama proses hukum, korban dan keluarga
seringkali berupaya melindungi diri dari sorotan
media dengan menutupi wajah korban dengan kain.
Struktur Negara dan media memang belum peduli
pada kondisi psikologis korban yang tidak ingin identi-
tasnya terungkap. Sebab tantangan korban yang harus
menghadapi mitos-mitos yang masih berkembang di

57 Wawancara dengan Tunggal Arif Wibowo, S.H, Fulltimer PPT
Kab. Tegal (13 Desember 2016)
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masyarakat. Apakah pada saat itu, belum ada mekanisme
perlindungan korban sebagaimana yang dipromosikan
oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paska
promosi perlindungan korban tersebut, apakah korban
perkosaan masih mengalami blaming the victim.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1
Angka 3 menyebutkan korban adalah seseorang yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian
ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Korban tindak pidana perkosaan tidak hanya mengalami
penderitaan fisik tetapi juga mengalami penderitaan
psikologis atau mental. Salah seorang korban perko-
saan dengan tersangka Sithok Srengenge mengalami
hal serupa, korban berhenti dari aktifitas perkuliahan
padahal korban termasuk mahasiswi yang berprestasi.
Kepercayaan diri korban ini semakin menurun dengan
terhentinya proses hukum di tingkat Kejaksaan, dengan
mengembalikan berkas tidak lengkap (P18) kepada
pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Korban mengalami trauma, ditandai dengan
keringat dingin dan lemas. ]J.L. Barkas (1978) membe-
narkan kondisi traumatis korban dengan mengatakan
bahwa kepedihan yang korban (perkosaan) alami su-
dah dimulai saat terjadinya perkosaan itu sendiri dan
terus berlanjut selama 24 jam pertama hingga bisa ber-
lanjut berminggu-minggu lamanya bahkan berbulan
bulan atau bertahun tahun dan mungkin juga hingga
sepanjang sisa hidupnya.

Kekhasan korban perkosaan terhimpit dengan per-
soalan moralitas dan mitos-mitos yang masih berkem-
bang di masyarakat dengan pembagian perempuan ke
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dalam dua kelas yakni kelas perempuan baik dan per-
empuan tidak baik. Perempuan korban perkosaan di-
anggap oleh masyarakat sebagai perempuan tidak baik
karena sudah melakukan hubungan seksual di luar
penikahan. Dampaknya beberapa korban perkosaan
masih berharap ada niat baik dan pertanggung awaban
dari pelaku atas “perkosaan” yang dialami oleh korban.

Mitos-mitos ini ternyata masih relevan untuk
mengetahui tantangan yang dihadapi oleh korban,
meskipun berkali-kali aktifis perempuan mengatakan
bahwa perkosaan adalah tindakan kriminal. Dalam
konsep hukum pidana, tindak pidana perkosaan meru-
pakan delik umum yang tidak perlu ada pelaporan dari
korban dan tidak perlu upaya mediasi dalam upaya
menghentikan penyidikan dan penyelidikan tindak pi-
dana perkosaan.

Blaming The Victim merupakan istilah yang di-
populerkan oleh William Ryan, sosiolog dari Amerika,
yang memperhatikan permasalahan sosial kemiskinan
akibat rasisme dan ketidaktahuan kaum lemah (orang
miskin) menjadi obyek kesalahan atas permasalahan
yang terjadi, warna kulit dan kemiskinannya. Kon-
sep blaming the victim ialah tentang pembenaran atas
ketidakadilan dengan menemukan cacat atau kesalahan
pada korban ketidakadilan. Dalam konsep ini, perem-
puan sebagai korban lah yang dipersalahkan, melalui
kata-kata dan kalimat yang ada dalam pemberitaan
media, perempuan dalam satu waktu digambarkan se-
bagai korban sekaligus pemicu terjadinya pemerkosaan
yang menimpa dirinya.

Upaya blaming the victim perkosaan menguat ka-
rena konstruksi sosial dan struktural penegakan hu-
kum. Penulis mengklasifikasikan upaya tersebut ke
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dalam dua bentuk berdasarkan pengalaman korban
perkosaan yang terjadi di Indonesia yakni reviktimisasi
dan kriminalisasi korban.

Bentuk pertama, reviktimisasi korban perkosaan
di Indonesia semakin menguat karena struktural. Arif
Gosita menyebut viktimisasi struktural® sebagai tinda-
kan seorang individu yang dilakukannya sendiri atau
bersama sama dengan orang lain sebagai unsur suatu
kelompok (korporasi tertentu). Individu ini bersikap
dan bertindak berdasarkan atau atas tuntutan unsur
-unsur struktur sosial tertentu ini antara lain kepentingan,
lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma, status dan per-
anan. Unsur kepentingan merupakan motivasi orang
melakukan viktimisasi struktural berdasarkan suatu
sistim (tatanan hukum) tertentu .

Mekanisme perlindungan terhadap korban me-
mang harus komprehensif karena korban membu-
tuhkan rasa aman untuk bersaksi dengan penguatan
psikologi serta hukum. Tantangan yang dihadapi oleh
korban berlapis yakni mulai dari konstruksi sosial
hingga proses hukum yang masih belum berpihak
pada korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) yang terbentuk dari Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 memang memberikan perlindungan terha-
dap korban namun ketentuan perlindungan itu tidak
serta merta didapatkan oleh korban. LPSK mempunyai
mekanisme tersendiri untuk memutuskan pemberian
perlindungan tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal
5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Me-
mang LPSK mengalami kendala keterbatasan dalam hal
mekanisme integrasinya dengan lembaga negara pene-
gakan hukum lainnya. Sehingga inisiatif perlindungan se-

58 Gosita. 1983. Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan).
Edisi Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo.
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mentara terhadap korban masih dilakukan secara man-
diri oleh keluarga, kerabat dan pendamping korban.

Tindakan blaming the victim masih terjadi pada
korban perkosaan hingga saat ini. Sehingga ini men-
jadi pekerjaan rumah terbesar sepanjang waktu yang
tiada henti dengan melibatkan seluruh elemen. Hampir
puluhan tahun upaya menentang praktik blaming the
victim dilakkan oleh masyarakat sipil namun keadaan
belum berubah. Di Aliansi Jurnalis Independen sendiri
sudah mengembangkan pelatihan perspektif gender
dalam memuat pemberitaan di media, Jaringan Fakul-
tas Hukum di Indonesia sudah mengembangkan Klinik
Hukum untuk mengembangkan kurikulum klinik hu-
kum dan bantuan hukum berperspektif perempuan,
Perkumpulan Magenta sedang berupaya melakukan
sosialisasi anti kekerasan seksual di dunia pendidikan,
beberapa organisasi perempuan sedang melakukan
penguatan perspektif gender di komunitas. Bahkan saat
ini Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksu-
al sudah masuk ke DPR meskipun belum ada di daftar
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015 ini,
penulis berharap empati terhadap korban perkosaan
masih terus berjalan dan menjadi upaya yang riil untuk
membendung praktik-praktik blaming the victim di du-
nia hukum Indonesia.

Kebutuhan hadirnya payung hukum khusus
terkait kekerasan seksual telah bergulir seiring dengan
adanya berbagai kritik terhadap Kitab Undang-Un-
dang Hukum Pidana (KUHP). Berbagai kelemahan
dari substansi peraturan perundang-undangan yang
ada dalam memberikan perlindungan bagi korban
kekerasan seksual turut menguatkan wacana ini. Selain
itu, beragam fakta yang menunjukkan masih terdapat
hambatan bagi perempuan korban kekerasan seksual
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untuk meraih keadilan dalam proses peradilan pidana
menjadi landasan pijak untuk memunculkan payung
hukum yang lebih berorientasi pada korban. Tulisan
ini akan menguraikan urgensi hadirnya Rancangan Un-
dang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
berdasarkan ketersediaan peraturan perundang-un-
dangan yang memberikan perlindungan bagi korban.
Tulisan ini juga menguraikan berbagai hambatan yang
dihadapi perempuan korban kekerasan seksual ketika
mencari keadilan melalui sistem peradilan pidana. Tu-
lisan ini juga akan mencermati sejauh mana peluang
menghadirkan RUU ini berdasarkan perkembangan
dalam Program Legislasi Nasional.

Konstelasi kekuasaan pemikiran tentang sek-
sualitas dalam konteks advokasi legalisasi RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini sedang
dilakukan oleh jaringan gerakan perempuan merepre-
sentasikan bagaimana perempuan dan tubuh diinter-
pretasikan. Hal itu tercermin dalam produk hukum
yang dihasilkan dan atau sedang diadvokasikan, yakni
dari pengakuan siapa yang dianggap menjadi korban
yang harus dilindungi dan siapa yang menjadi pelaku
yang harus dikenai sanksi. Untuk itu perbandingan
antara UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi seba-
gai inisiatif DPR-RI dengan draft RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual, dapat menggambarkan konstelasi
kekuasaan pemikiran tentang seksualitas perempuan
dan tubuh perempuan. Karena sebuah produk hukum
menunjukkan ideologi dari produsen hukum itu sendi-
ri, yakni secara khusus para law maker (pemerintah dan
parlemen) serta secara lebih luas adalah masyarakat.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan ter-
hadap kemanusiaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia
dan kekerasan berbasis gender. Sementara itu sejak
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1998-2013 Komnas Perempuan telah melakukan pe-
mantauan dan pendokumentasian, menemukenali se-
banyak 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual dari
berbagai fakta kejadian. Sementara ini, Komnas Perem-
puan mengklasifikasi ke-15 bentuk kekerasan seksual
menjadi 6 tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan
kesamaan unsur delik pidananya. Sejauh ini penanganan
kasus kekerasan seksual mengalami hambatan dalam
pencegahan, perlindungan, pemulihan korban, rehabili-
tasi pelaku, belum adanya hukum acara peradilan tin-
dak pidana kekerasan seksual. Sehingga negara harus
bertanggung jawab untuk segera menyusun Undang-
Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, se-
bagai upaya negara dalam menjalankan prinsip due dili-
gence.

Pemerkosaan di Indonesia termasuk masalah
yang harus segera dibenahi oleh kita semua karena
sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pemerkosaan
dapat merusak citra dan moral bangsa. Maka dari itu
pemerintah dan masyarakat harus bekerja keras dalam
menaggulangi tindak pidana pemerkosaan salah satu-
nya dengan menanamkan sikap dan perilaku kehidupan
keluarga dan lingkungan masyarakat yang sesuai
dengan nilai-nilai moral, budaya, adat istiadat dan
ajaran agama masing-masing serta menindak lanjuti
dengan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat penegak hukum dalam memberi pelayanan
dan perlindungan kepada perempuan korban perko-
saan seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan
dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya meng-
gunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggu-
nakan undang-undang di luar KUHP (tidak mengguna-
kan sangkaan pasal tunggal.
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Keluarga korban perkosaan dapat memberikan
dukungan kepada korban sebagai alternatif penyem-
buhan yang dialaminya. Dukungan yang diberikan
dapat berupa memberikan perhatian kepada korban,
menyediakan waktu untuk mendengarkan masalah
yang dihadapi korban, membantu korban dalam men-
jalin hubungan dan komunikasi dengan masyarakat.
Dukungan secara materi perlu disediakan bagi korban
dalam rangka proses pemeriksaan secara medis serta
pengurusan perkara apabila korban memutuskan un-
tuk melaporkan masalahnya. Lembaga pendamping
korban kekerasan terhadap perempuan maupun profe-
sional.

Masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung
para perempuan korban kekerasan (perkosaan) untuk
mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa
Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahtera-
kan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak
Pidana Perkosaan yang dilaksanakan oleh penegak hu-
kum di Kabupaten Tegal dalam kepekaan psikologis
terkandung makna kepedulian. Karena peka berarti
mudah merasa, mudah menangkap, dan tidak lalai.
Agar tidak lalai dalam merasa dan menangkap sesuatu,
seseorang harus memiliki kepedulian kepada apa yang
terjadi di sekitarnya. Kepedulian inilah yang sepertinya
kurang atau bahkan mungkin belum dimiliki aparat
penegak hukum dalam menangani kasus korban. Pa-
dahal seandainya aparat penegak hukum memiliki
kepedulian, mereka dapat menangkap persoalan, kebu-
tuhan, dan harapan korban.

Proses perlindungan yang harus dilalui korban
tidak mampu memahami persoalan yang dihadapi
korban, dan apalagi kebutuhan dan harapan korban.
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Seorang korban yang selama ini telah dihancurkan
rasa berdayanya seharusnya perlu dibantu untuk kem-
bali mengembangkan kontrol atas hidupnya. Namun
serangkaian aturan dan prosedur hukum yang birokratis
mengambil alih kuasa dalam diri korban dan dengan
sendirinya kembali membuat korban tidak berdaya.
Korban membutuhkan dukungan sosial dan pengakuan
atas kekerasan yang dialaminya. Korban ingin didengar-
kan seutuhnya agar hakim dapat memahami kepahitan
yang telah diterimanya, namun hakim mendesaknya
untuk sekedar memilih jawaban ya atau tidak. Korban
takut bertemu dengan pelaku namun aparat penegak
hukum mempertemukannya dalam konfrontasi berha-
dapan.

Pengalaman dari berbagai korban ini pada akhirnya
memberikan dasar-dasar bagi penulis untuk mengem-
bangkan dasar-dasar bagi perspektif baru yang di-
beri nama psikologi hukum feminis. Psikologi hukum
dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai psikologi
hukum (legal psychology) yang feminis, bukan psikologi
dari teori hukum.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan PPT
Kabupaten Tegal sendiri adalah upaya pendampingan se-
cara intensif dimana korban didampingi dalam proses
pemeriksaan baik sejak di kepolisian hingga pengadilan.
Pendamping merupakan mereka yang terlibat dalam
proses pengadaan layanan. Dengan pendampingan di-
harapkan korban akan memperoleh tempat untuk
menumpahkan perasaan, kecemasan, kebingungan,
kekhawatiran dan ketakutannya. Selain itu, korban
juga dapat memperoleh perlindungan sampai kor-
ban tersebut mampu mengambil keputusan sendiri
dengan tindakan apa yang merupakan solusi terbaik
untuk menyelesaikan persoalannya. PPT di Kabupaten
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Tegal beranggapan bahwa seseorang yang mengalami
kekerasan seksual biasanya juga secara bersamaan
mengalami kekerasan fisik dan tentu akan meninggal-
kan trauma psikologis.

Trauma akibat kekerasan biasanya diawali
dengan gejala baik secara fisik maupun psikologis.
Trauma secara fisik lebih mudah dilihat dan segera da-
pat penanganan secara medis. Berbeda dengan trauma
psikologis yang lebih sulit untuk diketahui sehingga
berdampak pada luka batin yang bisa juga membekas
seumur hidupnya.

Berbagai bentuk pendampingan atau layanan
yang dapat dilakukan oleh PPT Kabupaten Tegal untuk
membantu korban perkosaan antara lain seperti:

a. Layanan Medis

Korban perkosaan dimana terdapat adanya unsur
kekerasan di dalamnya perlu mendapatkan layanan me-
dis berupa pemeriksaan medis, yang dilakukan berkenaan
dengan tubuh korban baik secara fisik maupun seksual
sesuai dengan jenis kekerasan yang dialami, dan dapat
juga gabungan dari keduanya. Pemeriksaan ini dilaku-
kan oleh dokter umum, dokter ahli kandungan, atau
dokter ahli forensik. PPT di kabupaten tegal tergabung
dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan Ru-
mah Sakit Dr. Soeselo Slawi. Tujuan dari pemeriksaan
ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tan-
da-tanda kekerasan, tanda-tanda persetubuhan, tanda-
tanda kedewasaan, pemeriksaan laboratorium dan un-
tuk identifikasi pelaku.

Surat keterangan VeR yang menyatakan tentang
kondisi fisik korban, tanda-tanda setelah terjadi per-
setubuhan dapat diberikan oleh dokter. Surat keterangan

ini akan sangat penting dalam proses pembuktian di
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pengadilan. Dokter tidak dibenarkan memberikan
kesimpulan bahwa kondisi korban demikian akibat
hasil perkosaan, karena harus ada pembuktian di
pengadilan.

b. Layanan Psikologis

Korban perkosaan perlu mendapatkan bantuan
penguatan psikologis untuk menghilangkan trauma.
Tidak jarang diantaranya yang perlu mendapatkan
bantuan untuk mengobati kondisi kejiwannya dalam
jangka waktu yang relatif panjang.

PPT melakukan pendampingan psikologis ringan,
biasanya dilakukan pada kasus baru (update) sampai
korban bisa berpikir jernih, bertindak tenang dalam
melanjutkan penanganan kasus. Sementara ketika kor-
ban mengalami guncangan psikologis berat, maka kor-
ban dirujuk ke psikolog atau psikiater sambil terus di-
pantau perkembangannya. Keterlibatan ahli psikologi
dan psikiater sangatlah penting dalam pemberian layanan
bagi korban perkosaan. Terutama dalam memberikan
keterangan berupa catatan hasil pemeriksaan psikolo-
gis, maupun keterangan tersebut digunakan sebagai
alat bukti dipersidangan dengan mengeluarkan Visum
et Repertum.

c. Pendampingan Hukum

Korban perkosaan seringkali merasa takut dan
khawatir untuk menyelesaikan kasusnya secara hukum.
Hal ini memang dapat dimaklumi, sebab hukum di In-
donesia masih kurang memberikan perlindungan bagi
korban maupun bagi para saksi yang memberikan ke-
saksian dikepolisian maupun pengadilan. Pengalaman
PPT membuktikan ada diantaranya yang melaporkan

kasusnya atau member kesaksian tetapi justru menda-
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patkan ancaman kekerasan atau kekerasan yang lebih
besar lagi dari pelaku.

Mewujudkan pola perlindungan korban tindak
pidana perkosaan yang mampu memenuhi kebutuhan
korban dalam perspektif psikologi hukum, adalah dengan
pembedaan antara psikologi hukum dan psikologi fo-
rensik seperti yang telah diuraikan pada Bab II, mung-
kin kurang tepat jika istilah psikologi hukum diguna-
kan dalam penelitian ini. Jika menelusuri bab demi bab
khususnya Bab II sampai dengan Bab III terlihat bahwa
penelitian ini juga melibatkan kajian klinis yang meru-
pakan bagian dari psikologi forensik.

Psikologi hukum dan forensik memang bernaung
dalam satu payung besar yang bernama psikologi dan
hukum (psychology and law). Namun istilah ini menu-
rut saya dapat menimbulkan kerancuan jika digunakan
dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan psychology and
law tidak hanya mencakup psikologi hukum dan fo-
rensik, melainkan bidang kajian lainnya dari psikologi
dalam ranah hukum. Oleh karena itu penulis memu-
tuskan untuk tetap menggunakan istilah psikologi hu-
kum dengan mempertimbangkan bahwa porsi terbesar
penelitian ini terletak pada psikologi hukum.

Penulis mengambil pengertian psikologi hukum
yang telah ditawarkan oleh James R. P.Olgloff yang
memaknai psikologi hukum sebagai kajian psikologis
mengenai hukum, institusi peradilan, dan pihak-pihak
yang terlibat dalam Aplikasi dari psikologi klinis dalam
bidang hukum mencakup psikologi forensik, psikolo-
gi penegakan hukum (law enforcement psychology), dan
psikologi koreksional untuk menangani para narapi-
dana. Sedangkan aplikasi dari psikologi sosial dalam
bidang hukum hanya satu macam saja yang dikenal

114



Bab VI | Mewujudkan Pola Perlindungan Korban

sebagai psikologi hukum bersentuhan dengan proses
hukum.

Psikologi hukum yang feminis yang penulis mak-
sudkan di sini adalah psikologi hukum yang mema-
hami bahwa perempuan telah dinilai oleh sistem yang
patriarkis. Dapat dikatakan pula bahwa psikologi hu-
kum feminis adalah kajian psikologi hukum yang men-
jadikan feminisme sebagai pijakan dalam analisis-ana-
lisisnya. Dengan demikian, psikologi hukum feminis
ini memiliki keberpihakan kepada perempuan korban
yang mana di dalam keberpihakan ini terkandung nilai
kepedulian.

Dalam pembahasan terakhir ini selain berpijak
pada feminism dan konsep blaming the victim dari Wil-
liam Ryan yang melihat pemerkosaan dari faktor keadaan
dan ketidakadilan dapat dilihat juga bahwa pentingnya
perlindungan korban dilandasi juga dengan dasar-
dasar kemanfaatan, dalam arti penegakan hukum juga
tidak dapat hanya melihat pada segi kepastian dan
keadilan umum namun harus sesuai dengan keadilan
yang berkemanfaatan bagi setiap pihak, dalam teori
utilitas ditegaskan bahwa sistem hukum yang baik ada-
lah cara berhukum yang sesuai dengan atau berdasar-
kan kemanfaatan bagi setiap pihak termasuk korban
tindak pidana artinya sistem hukum harus memberikan
manfaat terhadap korban pemerkosaan.

Dalam mewujudkan pola perlindungan korban
tindak pidana pemerkosaan perlu dilihat dengan jelas
segala ketentuan yang mampu memberi perhatian dan
memenuhi keperluan korban, dalam hal ini aparat
penegak hukum semestinya dapat memberikan per-
lindungan secara maksimal dan menyeluruh bagi kor-
ban seperti yang dilakukan oleh PPT Kabupaten Tegal,
peran PPT ini sejalan dengan Teori perlindungan hu-
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kum dari Fitzgerald yang menyatakan pentingnya in-
tegrasi dan koordinasi dalam menjalankan serta me-
nangani masalah yang meliputi berbagai kepentingan
pihak seperti korban dari pemerkosaan yang mesti
diprioritaskan dalam pemenuhan dan pemulihan kor-
ban akibat dari tindak pidana. Aparat penegak hukum
nantinya mesti dapat lebih memberi perhatian pada
korban dan mengintegrasi serta mengkoordinasi dengan
baik hal-hal penting yang dialami oleh korban secara
langsung demi terwujudnya keadilan sosial yang sesuai
dengan cita-cita bangsa dan seluruh masyarakat Indo-
nesia.

Adapun bentuk perlindungan tersebut adalah:

1) Di Kepolisian

Berurusan dengan polisi merupakan hal yang
pada umumnya menimbulkan rasa takut pada anak-
anak. Oleh karenanya, ilmuwan psikologi dan psikolog
forensik dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian
untuk bersama-sama menjaga kondisi psikologis Anak
Korban. Sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan
UU Sistem Peradilan Anak, polisi yang bertugas perlu
memiliki pengetahuan dan ketrampilan menghadapi
anak-anak, dan tidak menggunakan atribut-atribut for-
mal yang membuat Anak Saksi takut, memperhatikan
tempat, waktu dengan menyesuaikan kebiasaan rutini-
tas harian Anak Saksi. Anak juga perlu diberi informasi
mengenai hak-hak anak sebagai Saksi Korban bahwa
Anak Saksi boleh menjawab tidak tahu jika memang
tidak tahu dan mendorong anak agar sebaiknya men-
yampaikan kesaksian hanya atas apa yang betul-betul
mereka alami dan saksikan. Dalam hal ini akan lebih

menguntungkan jika penggalian informasi Anak Saksi
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melalui teknik wawancara kognitif agar didapatkan
keterangan yang minim bias. Jika dibutuhkan, psikolog
forensik dapat membantu polisi dalam menggali in-
formasi dari Anak Saksi. Orangtua dan pihak-pihak di
sekitar Anak Saksi perlu untuk menjaga kemurnian ke-
saksian anak dengan tidak melakukan arahan terutama
arahan yang terkait dengan konten kesaksian. Anak
yang masih memiliki keterbatasan dalam perkem-
bangan kognitif dan perkembangan moralnya, perlu
mendapatkan dukungan yang menenangkan. Interven-
si berupa arahan terhadap konten kesaksian berisiko
terjadinya bias dan menambah kebingungan anak sam-
pai ke kemungkinan kecemasan akibat konflik antara
apa yang Anak Saksi ingat dengan persepsi Anak Saksi
atas harapan orang-orang di sekitarnya.

2) Di Kejaksaan

Kesaksian Anak Saksi sangat penting bagi Jaksa
dalam menyusun dakwaan dan tuntutan bagi pelaku.
Hampir sama seperti dalam pengambilan keterangan
di kepolisian, hanya saja di sini merupakan proses
pengulangan yang kesekian kali. Kesejahteraan
psikologis Anak Saksi perlu diperhatikan dan sebaiknya
jaksa juga menggunakan prinsip-prinsip seperti yang
diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU
Sistem Peradilan Anak. Peran psikolog forensik mem-
bantu Anak Saksi mendapatkan hak-hak seperti yang
diamanatkan oleh UU yang berlaku, di samping juga
mendampingi proses pemulihan melalui langkah-lang-
kah advokasi kasus.
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3) Di Pengadilan

Berada di ruang pengadilan kerap menjadi hal
yang sangat tidak menyenangkan bahkan bagi orang
dewasa sekalipun, terlebih bagi anak-anak. Kompetensi
Anak Saksi untuk bersaksi di pengadilan terutama jika
harus diambil sumpah perlu diukur kembali. Dengan
pertimbangan usia perkembangan Anak Saksi terutama
pada perkembangan kognitif dan penalaran moralnya,
serta banyaknya kejadian yang sudah dialami Anak
Saksi sejak menjadi Anak Korban kemudian turut serta
dalam proses hukum mulai dari tahap penyidikan di
kepolisian, lalu di kejaksaan, kemudian masih harus ber-
saksi di pengadilan dapat merupakan rentetan peristiwa
yang sangat melelahkan bagi Anak Saksi yang sekali-
gus adalah Anak Korban. Berbagai cara bersaksi dapat
dipertimbangkan untuk direkomendasikan sesuai
dengan kompetensi Anak Saksi untuk bersaksi. Hakim
memiliki kewenangan untuk melindungi anak-anak
dari gangguan atau intimidasi, dan kewenangan ini
berlaku dalam jalannya perkara kriminal dan umum.
Hakimpun sangat disarankan menggunakan teknik
wawancara kognitif untuk mengurangi kemungkinan
banyaknya bias yang terjadi. dalam membantu anak
menjelaskan ingatannya. Psikolog forensik dapat melaku-
kan asesmen terhadap kondisi psikologis Anak Saksi
terkini dan memberikan rekomendasi model kesak-
sian yang juga dimungkinkan oleh UU kepada Hakim
berdasarkan temuan hasil asesmen. Peran lain dari
psikolog forensik adalah kemungkinan diminta sebagai
saksi ahli yang menjelaskan kondisi psikologis Anak
Korban dan Anak Saksi, baik sebagai saksi ahli yang
melakukan pemeriksaan atas anak maupun tidak.

Perlindungan korban tindak pidana perkosaan
yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal oleh aparat pene-
gak hukum dari proses pengaduan sampai pada proses
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pengadilan saat ini masih dinilai tidak dapat memulih-
kan dan memenuhi kebutuhan korban yang dipandang
menderita psikis akibat dari tindak pidana. Penegak
hukum tidak memperhatikan psikologi korban seakan
pidana hanya berorientasi menghukum pelaku saja tan-
pa melihat kerugian korban dan keluarga korban yang
menderita akibat tindak pidana. Hal ini dikarenakan tidak
tercerminnya perlindungan korban secara konkret baik
dari KUHP dan KUHAP yang berlaku saat ini sedangkan
Robert B. Seidmen menyatakan hukum dibentuk melihat
pada faktor-faktor kekuatan sosial, artinya berkerjanya hu-
kum haruslah sesuai dengan nilai kemasyarakatan yang
dalam hal ini termasuk hak korban, hukum harus lebih
berorientasi pada kesejahteraan manusianya oleh ka-
rena itu hukum yang dibentuk saat ini belumlah dapat
memenuhi keinginan korban.

Perlindungan korban tindak pidana perkosaan
di Kabupaten Tegal dapat dikatakan belum mencapai
pemenuhan yang maksimal apabila dikaji dari perspek-
tif psikologi hukum, hal ini dikarenakan tidak adanya
upaya pendekatan yang komprehensif terhadap korban
dengan memberi perhatian langsung pada penderitaan
yang dialami korban oleh aparat penegak hukum. Peran
khusus yang diberikan pada korban terdapat pada PPT
yang mengawal dan memberikan perhatian baik medis,
psikologi sampai monitoring ke peradilan guna menja-
min hak-hak dan memberi visum et repertum, hal ini ber-
beda dari aparat penegak hukum dalam hal ini polisi
yang saat ini masih minim akan ahli psikologi. Peran
PPT di Kabupaten Tegal ini sejalan dengan Teori Un-
related Victim dari Stephen Schafer yang lebih progress
pada prioritas korban dan konsep dari Arif Gosita yang
memprioritaskan pembinaan serta kompensasi khusus
bagi korban.
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Pola perlindungan korban tindak pidana perko-
saan yang mampu memenuhi kebutuhan korban dapat
dilakukan dengan mengadukan korban kepada PPT
Kabupaten Tegal. Selain itu terdapat KOMNAS Perem-
puan yang lebih memprioritaskan legal Feminisme terha-
dap hak-hak perempuan dengan melakukan pengaduan
secara langsung. Terdapat juga (LPSK) yang terbentuk
dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
saksi dan korban yang dapat menginvestigasi, reha-
bilitasi dan layanan psikologi terhadap korban. KPAI
juga memiliki upaya perlindungan khusus terhadap
korban dalam Pasal 64 ayat 2 yang dapat dilakukan
dengan pengaduan langsung. Peran lembaga diatas se-
jalan dengan teori Fitzgerald yang mengintegrasi dan
mengkoordinasi kepentingan korban dan teori utilitas
yang berbasis kemanfaatan bagi setiap pihak. Pola-
pola perlindungan tersebut termasuk oleh masyarakat
menurut penulis merupakan upaya perlindungan kor-
ban yang dipandang lebih peka daripada pengaduan
ke kepolisian, karena lembaga-lembaga diatas memilki
peran dan kepedulian langsung terhadap hak-hak per-
empuan yang terkena diskriminasi dan tindak pidana.
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Penutup

pai dengan saat ini, ada beberapa permasalahan

yang terkait dengan peran psikolog dalam ranah
hukum khususnya mengenai undang-undang perlindungan
anak. yakni, undang-undang perlindungan anak belum
mencantumkan secara khusus peran psikolog dalam
penanganan kasus yang menjadi korban anak, padahal
penanganan hukum kasus korban pemerkosaan yang
berperspektif psikologi hukum akan dapat membantu
korban dalam menggapai keadilan. Pengalaman korban
jelas menunjukkan tidak adanya keadilan bagi mereka
karena kurangnya kepedulian dari pihak-pihak yang se-
harusnya bertanggung jawab memenuhi rasa keadilan
bagi korban. Meminjam istilah Carol Gilligan, penanga-
nan hukum kasus korban pemerkosaan yang berpers-
pektif psikologi hukum adalah penanganan yang mene-
kankan etika kepedulian (ethic of care).

F enomena penanganan bagi korban perkosaan sam-

Sikap dan tindakan yang menekankan etika
kepedulian adalah sebagai berikut. adalah mempriori-
taskan keselamatan korban. Penanganan hukum yang
memprioritaskan keselamatan korban tidak akan melaku-
kan pemeriksaan berbarengan terhadap korban dan
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pelaku. Memprioritaskan keselamatan korban berarti
pulamenyediakan ruang tunggu khusus di persidangan
agar korban tidak bertemu langsung dengan pelaku se-
belum persidangan dimulai. Selain itu, penanganan hu-
kum yang memprioritaskan keselamatan korban berarti
pula menganggap ketakutan korban terhadap pelaku
sebagai ketakutan yang realistis. Aparat penegak hu-
kum seringkali menganggap pelaku tidak mengancam
keselamatan korban selama tidak ada kekerasan fisik
yang dilakukan. Padahal kekerasan psikis yang dilaku-
kan pelaku juga menimbulkan ketakutan yang tidak
kalah besar. Oleh sebab itu memprioritaskan keselamatan
korban berarti pula melakukan prosedur perlindungan
bagi korban bilamana perilaku pelaku mengancam kor-
ban secara fisik maupun psikis selama mengikuti proses
pemeriksaan di kepolisian ataupun persidangan di
pengadilan.

Penanganan hukum yang berperspektif psikologi
hukum harus dapat menetapkan sanksi bagi pelaku.
Caranya adalah tidak menjalin keakraban dengan
pelaku baik dengan berbincang-bincang atau sekedar
tersenyum sekalipun. Keakraban dengan pelaku akan
menjadi penguat positif (positive reinforcement) bagi
pelaku bahwa tindak kekerasan yang telah dilakukan-
nya tidak mendatangkan sanksi sosial apapun.

Polisi pun harus bekerja sama dengan tenaga
kesehatan, pekerja sosial, pendamping, dan atau pem-
bimbing rohani untuk mendampingi korban. Dalam hal
ini aparat kepolisian sebaiknya sudah menjalin kerja
sama dengan lembaga-lembaga yang dapat menyedia-
kan layanan pendampingan tersebut. Dengan demiki-
an, saat menerima laporan korban, aparat dapat dengan
segera menghubungkan korban dengan lembaga-lem-
baga yang dapat dihubungi. Mengenai permintaan su-
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rat perlindungan kepada pengadilan juga perlu dijelas-
kan lagi dalam juklak agar polisi pun dapat mengetahui
prosedurnya secara pasti.

Para penegak hukum sebaiknya merespons dengan
menunjuk secara resmi lembaga psikologi yang dapat
memberikan visum psikis/psikologis, pendampingan
psikologis selama korban menjalani proses hukum, dan
layanan lain. Kerja sama dapat dilakukan dengan para
psikolog dari kalangan akademisi. Kerja sama ini dapat
dimulai dengan Fakultas Psikologi Universitas Indone-
sia sebagai universitas negeri. Tidak tertutup kemung-
kinan nantinya untuk bekerja sama dengan Fakultas
Psikologi dari universitas-universitas lain. Idealnya
pemerintah bahkan harus memiliki lembaga psikologi
sendiri yang resmi tidak hanya di ibukota tetapi juga di
daerah-daerah lain.

123



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

124



7
%///)

Daftar Pustaka

A.Hamid S Attamimi, 1990 Perananan Keputusan Pres-
iden RI Dalam Penyelenggaran Pemerintah Neg-
ara, Jakarta, Disertasi pada Fakultas Pascasarjana
Universitas Indonesia.

Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, 1998. Isu-isu Biomedis
dalam Perspekti Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan
Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meu-
tia), Bandung, Mizan.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. Perlindungan
Terhadap KorbanKekerasan Seksual: Advokasi
Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika
Aditama.

Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), 2001.
Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahan-
nya, Jakarta, PT. Alumni.

Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manu-
sia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, Bandung, Binacipta,1986

Anonim, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum
Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta,
Yayasan Obor Indonesia, 2004

125



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

Arif Gosita, Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung, PT.
Eresco, 1995

Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Aka-

demika Pressindo,1993

Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan

Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa

Catatan), Jakarta, IND.HILL-CO, 1987

Victimisasi Kriminal Kekerasan, edisi II, Ja-

karta, Akademika Presindo, 1985

Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur
Ganti Kerugian Pihak Korban, Jakarta, Akademi-
ka Pressindo, 1987

Asnifriyanti, Penghapusan Diskriminasi Terhadap
Wanita: Metode Penyelesaian Kasus Berperspektif
Wanita, Bandung, ALUMNI, 2000

Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, Wanita,
Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke
Pemberdayaan, Surabaya, Airlangga University
Press, 1996

Baharuddin Lopa, Seri Tafsir Al-Qur’an Bil-Ilmi 03, Al-
Qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia, Yogyakarta,
Bhakti Prima Yasa, 1996

Barda Nawawi Arief, Bahan Bacaan Kapita Selekta
Hukum Pidana Tentang Kekuasaan Kehakiman
Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated
Criminal Justice System)

, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan

danPengembangan Hukum Pidana, Bandung, Ci-

tra Aditya Bakti, 1998

, Bunga Rampai Kebijakan Hukum

Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002

,Masalah Penegakan Hukum Dan

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung,

Citra Aditya Bakti, 2001

126



Daftar Pustaka

, Perlindungan Korban Kejahatan
Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum
Pidana Dan Kriminologi, Vol.I/No.1/1998

Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Strukutur
IImu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 1999

Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, Urgensi Per-
lindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan
Realita, Jakarta, PT.Radja Grafindo Persada, 2007

Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Perspektif
Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia,psi.
ut.oc.id/Jurnal/102harkristuti htm

La Patra J.W., Analyzing of Criminal Justice System,
Lexington Books,1978

LS. Susanto, Kriminologi, Semarang, Fakultas Hukum
UNDIP, 1995

Israel Drapkin dan Emilio Viano, Victimology: A New
Fokus, London, Lexington Books, D.E. Health and
Company Massachusetts

J.E. Sahetapi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakar-
ta, Pustaka Sinar Harapan, 1987

K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta,
Kanisius, 1999

Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, Raja Grafindo,
2001

Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-
Warapsari, Convention Watch, PKW] UI Dalam
Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Se-
tahun Program Penguatan PenegakHukum, CV
Kurnia Sejati , 2005

Kunarto, Penyadur, PBB dan Pencegahan Kejahatan
IkhtisarImplementasi Hak Asasi Manusia Dalam
Penegakan Hukum, Jakarta, Cipta Manunggal,
1996

127



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

LBPP DERAP-WARAPSARI, Perlindungan Terhadap
Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Ke-
kerasan (Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan
Khusus-Police Woman Desk), Jakarta, Gugus-
Grafis, 2001

Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan
Masalah Prevensinya, Jakarta, Sinar Grafika, 1996

Lexy].Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi
Revisi, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Krimi-
nologi DanViktimologi, Jakarta, Djambatan, 2004

Made Darma Weda, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 1996

Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana In-
donesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan
Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, (Pidato
Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar-
Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia), Jakarta, 1993

Mendelson, Dalam Siti Suhartati Astoto, Tinjauan Vikti-
mologis Terhadap Korban-Korban Tindak Pidana
Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359
dan Pasal 360 KUHP, Jakarta, (Tesis Sarjana,
Fakultas Pasca Sarjana UI), 1990

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hu-
kum Pidana, Bandung, PT Alumni, 1992, 1992

Muladi, Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan
Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan
Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem
Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Uni-
versitas Diponegoro, 1997

Mulyana W. Kusuma, Analisa Kriminologi-
Tentang Kejahatan Kejahatan Kekerasan, Jakarta,
Ghalia Indonesia, 1982

128



Daftar Pustaka

, Aneka Permasalahan Dalam

Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung, Alumni,
1981

Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem
Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika,
1996

Nursyahbani Katjasungkana, Penghapusan Diskrimi-
nasi Terhadap Perempuan, Yogyakarta, Makalah
Seminar PSW-UMY, 1998

R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Leng-
kap DenganPasal Demi Pasal, Bandung, Karya
Nusantara Cetakan X, 1988

R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dengan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasion-
al, 1980

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan
Kriminologi, Bandung, Mandar Maju, 1995

Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hu-
kum Dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia,
1988

Saparinah Sadli, Beberapa Catatan Tentang Kekerasan
Terhadap Perempuan di Indonesia, Jakarta, Maka-
lah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakar-
ta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986

Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2004

Suparman Marzuki (et.al), Pelecehan Seksual, Yogya-
karta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indone-
sia, 1997

Theo Van Boven, Mereka Yang Menjadi Korban: Hak
Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Reha-
bilitasi, Jakarta, ELSAM,2000

129



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak
Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP,
Jakarta, Djambatan, 2003

Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, Jakarta,
IND.HILL-CO,1997

Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu
di Indonesia, Bandung, Eresco, 1986

Zohra Andi Baso, et al.,, Kekerasan Terhadap Perem-
puan: MenghadanglLangkah Perempuan, Yogya-
karta, Pusat Studi Kependudukandan Kebijakan
UGM, 2002

Jurnal:

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,
Dirumah, Pengungsian dan Peradilan: KTP Dari
Wilayah KeWilayah,Jakarta,Catatan TahunanTen-
tangKekerasan TerhadapPerempuan, 2007

Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hu-
kum Bagi Korban Perkosaan, (Aspek Politik
Perundang-undangan Perlindungan Korban
Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret, Surakarta, 1991

Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum
Bagi Korban Perkosaan, (Gangguan Psikiatrik
Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret, Surakarta, 1991

Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum
Bagi Korban Perkosaan, (Perkosaan, Berbagai Penaf-
sirannya dan Penanganan Korbannya), Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
1991.

130



Daftar Pustaka

Kamus:

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Ja-
karta.

Peraturan Perundang-undangan:

Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Ter-
hadap Perempuan(Diadopsi Oleh Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 De-
sember 1983, GA Res 48-104)

Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasi-
onal Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan

Saksi

Rekomendasi Komite Eliminasi Dari Diskriminasi Ter-
hadap Perempuan(CEDAW Tahun 1992)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifi-
kasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Dis-
kriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentan Hak
Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pe-
rubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Per-
lindungan Saksi Dan Korban

131



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

132



Profil Penulis

Dinar Mahardika lahir di Kabu-
paten Tegal pada tanggal 29 Sep-
tember 1994. Anak dari Pasangan
Bapak Suwatno, S.IP dan Dra. Budi
Sulistyowati merupakan anak per-
tama dari dua bersaudara. Penulis
mengawali pendidikan di SD Negeri
2 Penusupan dan lulus pada tahun
2005. Melanjutkan pendidikan di
SMP Negeri 2 Pangkah dan lulus di
tahun 2008. Pendidikan menengah atas di SMA Negeri
2 Slawi dan selesai pada tahun 2011. Kemudian, ia melan-
jutkan kuliah di Univeristas Pancasakti Tegal lulus ta-
hun 2015 dan menjadi sarjana termuda di mana penulis
mengambil program studi Ilmu Hukum. Setelah wisuda,
penulis mendapat kesempatan menempuh kuliah Strata
Dua (52) di Universitas Diponegoro dengan mengambil
program studi Magister Ilmu Hukum dengan akredi-
tasi prodi “A” dan lulus di tahun 2017 dengan predikat
cumlade. Di tahun yang sama, Dinar, salah satu sapaan
akrabnya saat ini sedang aktif kuliah S3 Program Doktor
IImu Hukum di Universitas Diponegoro. Saat ini penu-
lis menjadi dosen di Universitas Saburai Lampung dan
pernah menjabat sebagai Sekertaris Prodi I[lImu Hukum
di Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai lampung, serta
menjadi Sekertaris BKBH Univeritas Saburai Lampung.

133



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H.
lahir di Tegal pada tanggal 29 Agus-
tus 1990. Riwayat pendidikan Pe-
nulis di SD Negeri 1 Mindaka. Sete-
lah lulus dari SMP Negeri 1 Tarub
pada tahun 2005, penulis melanjut-
kan pendidikan di SMA Al Irsyad
Al Islamiyah Kota Tegal dan selesai
pada tahun 2008. Pendidikan Ting-
gi penulis selesaikan pada Strata 1
di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan
Strata 2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Diopne-
goro Semarang.

Riwayat Pekerjaan Penulis saat ini menjadi Dosen di
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dan pe-
nulis pernah mengabdikan diri dalam kegiatan per-
lindungan pemberdayaan perempuan dan anak di
Kabupaten Tegal khusus untuk memberikan pen-
dampingan hukum bagi perempuan dan anak korban
tindak kekerasan berbasis gender.

134



